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GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG

PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PERLIND UNGAN DAN PEMEN U HAN HAK
PET{YANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang a. bahwa guna mewujucikan kesamaan hak cian kesempatan
bagi penyandang disabilitas di Daerah menuju kehidupan
vang mendiri dan tanpa diskriminasi, perlu dilakukan
upaya penghorrnatan, perlindungan, dan pemenuhan
terhadap hak bagi penyandang disabilitas;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan
penghormatan, pelindungan dan pemenuhan terhadap
hak bagi penyandang disabilitas;

c. bahwa berdasarkan p€rtimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Penghormatan,
Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang
I.)isahilitac.

Mengingat l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2O01 Tentang Otonomi
Kr'rusrrs tsagi Frovinsi Papua (l,crnbararr Ncgara Repr:biik
lndonesia Tahun 2O01 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4l5l), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
rt.-^ rr-l^-,^ ,--.l^-- 1\!-*^- 4l 'T'^L.,'. '1rr.\ 1n aii-o r..,/ I luati rli ilrruarrB rrvlrr\ri 4 r ra'rrLlll 4vv r rrrrl<r116
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-
undang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O2 I Nomor 155, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan perundang-undangan
(L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1 I Nomor
82, Tambahan kmbaran Negara Republiklndonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terai<hir ciengan tjn<iang-Unciang Nomor i3 Tahun 2O22
tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor
12 Tahun 20Il tentang Pembentukan Peraturan
Perundangundangan (lrmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O22 Nomor 143, Tambahan Lembaran
lie gara Rep i:br-rk Indune sia ii u'rrror 6 80 i i ;
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5.

6.

8.

9.

10.

)

Ui-,dar-rg-Urrdang Nonlr:r 23 Tatrlrrr 2Ai1 teniang,
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan l€mbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
I T-X^-- t\I--^- A 'T^L,,- .'n .)'t D--r^-,--vrreorrb rrvllr\,r rurrrarrB , \/rrLraP<I.,,
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undarg (kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
lnrlnnpcia Nnrnnr Aa(Al'l lvrr.v. vvv v,'

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2A16
TentangPenyandang Disabilitas (lrmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembcntukan Propinsi Papua Tengah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 68O4);
rt^-^r,,-^- ri-*^-:-r^L !\T^-^- tn 'Tl-L.,- aa1!a:!r ur (tLur <rrr I LlrlLr trrtdrr rYLrIlrrrt , v I a,rtllrr 4v r 2 LQrrtcrr16

Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap
Penghormatan, Pelaksanaan, dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia No:nor 5399);Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi
yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor
56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornnr 64731' Tef en '! ? Pe!:aturan Fernerintah Nor::ar -19
Tahun 2O20 tentang Akomodasi yang layak Untuk
Penyandang Disabilitas Dalam Proses Perarlilan
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor
174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
N.or:oor 6538);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2O2O
tentangAksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan
Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang
Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Oi9 liomor i82, Tambaharr Lembarran Ncgara Rtrytrblik
Indonesia Nomor 654O);

Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2020 tentang Unit
Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6540);

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2O2O tentang
Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang
Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
202O Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 66O 1);
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11. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2O2O tentang Syarat
dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak
Pcnyandang Disabilitas (lembaran Negara Republik
lnCcnesia Tahun 202O Ncmor 14 3);

12. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2O20 tentang Komisi
Nasional Disabilitas (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor 144);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor
r 57);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN
PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK
PEI.IYANDANG DISABILITAS,

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Proviasi Papua Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur

ptnS'elenggara Penerrntahal Daprah varrg memimnin
pelaksanaaa urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.
4. Setiap orang ada,lah orang perseorangan atau korporasi,

hail< vang Lrerbadal hukum maupun yang tidak tlerbadan
hukum.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah
dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang
mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental,
dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam
berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami
hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara
penuh dan efektif dengan warga negara lainnya
berdasarkan kesamaal hak.

7. Hak Pen-yandang..... / 4
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7 . Hak Penyandang Disabilitas adalah seperangkat hak yang
melekat pada hakikat dan keberadaan Penyandang
Disabilitas sebagai makhluk Ttrhan Yang Maha Esa dan
merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati
dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum,
pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta
pelindungan harkat dan martabat malusia.

8. Penghormatan adalah sikap menghargai arau
menerimakeberad Penghormatan adalah sikap
menghargai atau menerimakeberadaan Penayandang
Disabilitas dengan segala hak vang melekat tanpa
berkurang.

9. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar
untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat Hak
Penyandang Disabilitas.

10. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk
memenuhl, melaksanakan <1an mewulu<lkan Hak
Penyandang Disabilitas.

ll. Derajat Kedisabilitasan adalah tingkat berat ringannya
keadaan Disabilitas yang disandang seseorang.

12. Koordinasi adalah suatu bentuk kerjasama antara
GubernurlPemerintah Daerah dengan barian hukum
dan/badan usaha serta lembaga sosial lainnya terkait
Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang
Disabilitas.

13. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
rnewuj udkim suasaria belajar dan pr"oses penrbciajararr
agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak
mulia, serta keterarnpilan yang diperlukan dirinya,
ltla{sl.tldAia(, r.rcu r}isa ltd,r r rlgtsau a.

14. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan
pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan
atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis
pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung
^^-.,^; l^--^- +,,:,,^- ^--l;.1.;l-^- -^-:^-^I\ruoLr.rr \r!^rti.!i .\ J !.441 yLrruurrrai

15. Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem
penvelenggaraan pendidikan yang memberikan
kesempatan kepada semua peserta didik yang memiiiki
kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau
bakat isr.irne.,va -:rtuk rnengikuti pendidikan ata,,l
pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara
bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya,

16. Tenaga Ke{a adalah setiap orang yang mampu
melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang
dar: f a.ta:.r jasa haik r-rntLrk memenuhi ketrtrtu.hal sendjn
maupun untuk masyarakat.

17. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk
memberi, memperoleh, meningkatkan serta
mengembangkan kompetensi ke{a, produktivitas,
disiplin. sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan
dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan
kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

18. Koperasi. .... / 5



18. Kooerasi adalah badan usaha vang beranggotakan orang-
seorang atau badan hukum Koperasi dengan
melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi
sekaligus sebagai gerakan ekonomi ralryat yang berdasar
atas asas kekeluargaan.

19. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik,
mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan
setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan
ekonomis.

2O. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan yang
diberikan kepada Penyandang Disabilitas dalam rangka
observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan
kesehatan.

21. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya
kebutuhan dasar ekonomi/material, spiritual, dan sosial
Penyandang Disabilitas agar dapat hidup layak dan
mampu mengembangkan diri, sehingga dapat
melaksanakan fungsi sosialnya.

22. Habilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan
kepada seseorang yang mengalami diabilitas sejak lahir
untuk memastikan penyandang disabilitas mencapai dan
mengembanglan keamndirian sesuar clengan
kemampuannya secara spesifik sehingga dapat
berkaktifitas dan berpartisipasi penuh dalamsemua
aspek kehidupan.

23. Rehabilitasi adalah adalah proses refungsiona-lisasi dan
pengembangan ciiri untuk memungi<inkan Penyan<iang
Disabilitas dan masyarakat mampu melaksanakan fungsi
dan peran sosialnya secara wajar dalam kehidupan
masyarakat.

24. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan
pengembangan untuk memungkinkan seseoritng, rrarnpu
melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam
kehidupan masyarakat.

25. Rehabilitasi Medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan
secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik agar
Feny-aldang Disabiiitas dapat rrrerrcapai ketnampuar,
fungsionalnya semaksimal mungkin.

26. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk
menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi
kebutuhan dasar hidupnya yang layak

27 . 'r*tr,baga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial
atau perkumpulan sosial yang melaksanakan
penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh
masyarakat berbadan hukum atau tidak berbadan
hukum.

28. PernberCayaan Scsral aCalah sernua upajrs yang
diarahkan untuk menjadikan warga negara yang
mengalami masa-lah sosial agar dapat mempunyai daya,
sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

29. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada
Penyandang Disabilita-* yang tidak mampu yang lrrsifat
tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf
kesejahteraan sosialnya.

3O. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk
Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan
Kesempatan.

31. Akomodasi..-../6
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31. Akomodasi yanq Layak adalah modifikasi dan
penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin
penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia
dan kebebeasan fundamental untuk Penyandang
Disabilitas berdasarkan kesetaraan.

32. Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang
diberikan oleh Pemerintah Daerah, orang perorangan,
badan hukum, dan/atau badan usaha kepada
Penyandang Diabilitas berdasarkan kebijakan
Pemerintah.

33. Pelayanan Publik adalah kegiaran atau rangkaian
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas
barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang
disediakan oleh penyelengara pelayanan publik.

34. Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi
penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko
timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana,
tanggap darurat dan rehabilitasi.

35. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian,
pembatasan, peiecehan, atau penguciian atas ciasar
disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada
pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan,
atau pelaksanaan Hak Penyandang Disabilitas.

36. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha,
bacian hukum, atau bacian iainnya yang memperkerjakan
tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalma
bentuk lain.

37. Organisasi Penyandang Diabilitas adalah orghanisasi
yang dipimpin dan dikelola, serta beranggotakan
mayoritas Ferryandarrg Dsafuilitas, tiarr ier-uaftar di
perangkat daerah ynag menangani urusan bidang sosial.

38. Unit l,ayanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi
atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan
dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas

Pasal 2

(1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
a. Penyandang Disabilitas fisik;
b. PenyandangDisabilitasintelektual;
c. Penyandang Disabilitas mental;
d. Penyandang Disabilitas sensorik; dan/atau
e. Penyandang Disabilitas lainn,va sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud

pada ayat (Il dapat clralaml secara tunggal, gancia, atau
multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan olch
tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

rasal J
Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan pemenuhan
Hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan berasaskan:
a. penghormatan terhadap martabat;
b. otonomi individu;
c. tanpa Diskriminasi;

d. partisipasi,... - / 7



d. partisipasi penuh:
e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
f. KesamaanKesempatan;
g. kesetaraan;
h. Aksesibilitas;
i. kapasitas .yang terus berkembang dan identitas anak:
j. inklusif; dan
k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

Pasal 4

Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan
Ir.ak Pen-tar'idang Disabilitas bertujuan :

a. mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, dan
Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar
Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara di
Daerah;

l. 
-^-:^*.:- 

D^-^L^--^r^- D^t:-J,,--^- .l^-i Lr{G..i.irr uPl1J a r L,,6i,v.,,rutd'r, r Lr.rrrlurrB.arr,
Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri
Penyandang Disabilitas di Daerah;

c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas
yang iebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin,
m^n.{i; carra hFrryrarto}rar zli f\aorah.

d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran
dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan
diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia di
Daerah; dan

e- m.emasr,ik-an pelaksanaan upaya Penghor-ma.tan,
Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas untuk mengembangkan diri serta
mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan
minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta
berkontribusi secara optimal. arnan, leluasa. <7an
bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa,
bernegara, dan bermasyarakat di Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 5

(1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubemur ini
meliputi:
a. Hak Penyandang Disabilitas;
b. pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
c. Koordinasi;
C. peran serta Masy*akat;
e. kerja sama;
f. pembinaan dan pengawasan;
g. penghargaan;
h. pendanaan; dan
i. larangan.
f. pembinaan dan pengawasan;
g. penghargaan;
h. pendanaan; dan
i. larangan.

(2) Hak Penyandang...../8
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(2) Hak Penvandans Disabilitas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meliputi:
a. hidup;
b. bebas dari stigma;
c. privasi;
d. keadilan dan perlindungan hukum;
e. pendidikan;
f. pekerjaan, kewirausahaan, dan Koperasi;
g. kesehatan;
h. politik;
i. keagamaan;
j. keolahragaan;
k. kebudayaan dan pariwisata;
l. kesejahteraanSosial;
m. aksesibilitas;
n. pelayanan publik;
o. pelindungan dari bencana;
p. rehabilitasi;
q. konsesi;
r. pendataan;
s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam

masyarakat;
t. berekpresi, berkomunikasi dan memperoleh

informasi;
u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
v. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran,

pen-viksaan, cian ekspioitasi.

(3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas
memiliki hak:
a. keschatan repr od-uksi;
b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
c. mendapatkan Pelindungan lcbih dari perlakuan

Diskriminasi berlapis; dan
d. mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak

1.,.1..--^^- +^----.,t- l-^l-^-^^^- -t^- ^t-^_t^:.^-:l\giigi asa-tr,, rcl lr.lasalA' .ii.chgr ctscrli (iii-ii e I.!,sPrvrL.-ror

seksual.

(4) Selarn hak Penyandang Disabilitas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), anak Penyandang Disabilitas
memiliki hak:
a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi,

penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan
dan kejahatan seksual;

b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga
atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang
secara optimal;

c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan
keputusan;

d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan
martabat dan hak anak;

e. pemenuhan kebutuhan khusus;
f. perlakuan yang sarna dengan anak lain untuk mencapai

integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
g. mendapatkan pendampingan sosial.

(5) Pemenuhan...../9



-9-

{5} Pemenuhan hak Penvandang Disabiiitas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (21, ayat (3) dan ayat (4)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
pcrundang-undangan.

BAB III
HAK PE}.IYANDANG DISABILMAS

Bagian Kesatu
Hak Hidup

Pasal 6

(1) Penyandang Disabilitas mempunyai Hak Hidup.
(2) Setiap orang wajib menghormati hak hidup Penyandang

Disabilitas.
(3) Hak hidup sebagaimana dimaskud pada ayat (1) meliputi

rm.k'
a. atas penghormatan integritas;
b. tidak dirampas nyawanya;
c. mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang

menjamin kelangsungan hidupnya;
d. bebas dari penelantaran- pemasungan. pengurungan.

dan pengucilan;
e. bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi;

dan
f. bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman

lain yang keiam, tidak manusiawi. dan merendahkan
martabat manusia.

Pasal 7

(1) Setiap orang dan/ atau badan hukum wajib menghormati
hak bebes dari etigr..ra Penyslslsn* Dieebilitas.

(2) Hak bebas dari stigma sebagaimana diaaksud pada ayat
(1) meliputi hak:
a. bebas dari pelecehan;
b. bebas dari penghinaan; dan
c. bebas dari pe-lalrelan negatif terkar! k=ondisi

disabilitasnya.

Bagian Ketiga
Hak Privasi

Pasal 8

(1) Setiap orang dan/atau badan hukum wajib menghormati
privasi Penyandang Disabilitas.

(2) Hak privasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
hak :

a. Cialc.:i sebagai nanusia pribadi i'a:.'g dapat menuntut
dan memperoleh perlakuan serta Pelindungan yang
sama sesuai dengan martabat manusia di depan
umum;

b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan
krtunrqar: me-lalui pe:rlavnnan 1fa-ng sah.;

c. penghormatan rumah dan keluarga;
d. mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan

keluarga;
e. dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-

menyurat. dan bentuk komunikasi pribadi lainnya.
termasuk data dan informasi kesehatan.

Bagian Ketiga. .... / 1o
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Ba.eian Ketiea
uik Privasi

Pasal 8

(1) Setiap orang dan/atau badan hukum wajib menghormati
privasi Penyandang Disabilitas.

(2) Hak privasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
hak:
a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut

dan memperoleh perlakuan serta Pelindungan yang
sama sesuai dengan martabat manusia di depan
umum;

b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan
keturunan melalui perkawinan yang sa-l;

c. penghormatan rumah dan keluarga;
d. mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan

keluarga;
e. dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-

menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya,
termasuk data dan informasi kesehatan.

BagranXeempat
Hak Keadilan dan Pelindungan Hukum

Pasal 9

(1)Setiap orang dan/atau badan hukum wajib menghormati
hak keadilan dan pelindungan hukum bagi Penvandang
Disabilitas.

(2) Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
a. atas perlakuan yang sama dihadapan hukum;
b. diakui sebagai sub-iek hukum;
c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak

bergerak;
d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk

orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan
keuangan;

e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan
dan nonperbankan;

f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas da-lam pelayanan
peradilan;

g. atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan,
penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan
atau pengambilalihan hak milik;

h. memilih dan menunjuk orzrng untuk mewakili
kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di
luar pengadilal; dan

r. drhndungr hak kekayaan rntelektualnya.

Bagran Kelima
Hak Pendidikan

Pasa.l 1O

(1) Penyandang Disabilitas mempunyai Hak Pendidikan.
(2) Hak Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi hak:
a. memperoleh Pendidikan pada setiap satuan, jalur,

jenis,dan jenjang Pendidikan;

b. memperoleh..... / L1
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b- memperoleh informasi Pelayanan R-rblik mengenai
Sistem Pendidikan Inklusif dan persiapan untuk
mengikuti pembelajaran di sekolah inklusif; dan

c. Informasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hurufb disediakan oleh Perangkat Daerah
,yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang
Pendidikan.

Bagiar Keenam
Hak Atas Pekerjaan, Kewirasusahaan, dan Koperasi

Paragraf I
Peke{aan
Pasal 11

(1) Penyandang Disabilitas berhak untuk:
a. memperoleh kesempatan yang setara untuk

mendapatkaa pekerjaan -yang layak sesuai dengan
kemampuannya;

b. memperoleh informasi mengenai lapangan peke{aan
dan potensi kerja;

c. mendapatkan pelatihan kerja untuk meningkatkan
kompetensi sesuai dengan kemampuannya;dan

d. memperoleh pelindungan dan perlakuan yang setara
dalam hal upah kerja sesuai dengan persJraratan
pengupahan.

(2| Kesempatan yang setara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a berlaku pada Intansi pemerintahan
maupun pihak swasta.

(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
paling sedikit harus memuat:
a. jumlah Penyandang Disabilitas yang akan diterima

untuk bekerja;
b. usra ker;a dan klasrfikasr; dan
c. jenis pekerjaan yang dibutuhkan.

(4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
selalu diperbaharui, dan dapat diakses oleh Penyandang
Disabilitas.

Paragraf 2
Kewirausahaan

Pasal 12

(I) Penyandang Disabilitas mempunyai hak kewirausahaan.
(2) Hak kewirausatraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi hak:
a. memperoleh keterampilan dan/atau keahlian untuk

melakukan usaha sendiri dan atau berkelompok; dan
b. memperoleh bantuan berupa modal usaha.

(3) Modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
berupa:
a. pendanaan/permodalan;
b. sarana dan prasarana;
c. informasi usaha;
d. kesempatan bemsaha;
e. promosi dan pemasaran; atau
f. dukungan kelembagaan.

(4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan modal
usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
sesuai ketentu.an peraturan perun<iang-undangan.

Paragral 3....-172
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Paragraf 3
Koperasi
Pasal 13

(1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak atas koperasi.
(2) Hak atas koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi hak:
a. memperoleh keterampilan dan/atau keahlian untuk

meiakukan usaha dalam bentuk koperasi; dan
b. memperoleh fasilitasi bantuan koperasi.

(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dilakukan dengan cara memberikan bantuan berupa:
a. permodalan;
b. sarana dan prasarana;
c. informasi tentang koperasi;
d. kesempatan untuk membangun koperasi; dan
e. dukungan kelembagaal.

(4) Ketentuan mengenai tata cara fasilitasi usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
[:iak Atas Kesehatan

Pasal 14

(l) Penyandang Disabilitas mempunyai hak kesehatan.
(2) Hak kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi hak:
a. Layanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan

kondisi dan kebutuhan individu Penyandang
Disabilitas;

b. pendidikan kesehatan reproduksi; dan/atau
c. jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan
kesehatan.

Bagian Kesembilan
Hak Pemberdayaan dan Perlindungan Terhadap

Perempuan dan Anak
Pasal 15

(l) Perempuan Penyandang Disabilitas mempunyai hak
untuk di berdayakan darr dilindungi.
(2) Hak untuk diberdayakan dan dilindungi sebagaimana
dirn.aLs.r rrl narl-a atr.a t I I I rrrelinrrti halr'

\., ? :r-! .!t

a. atas kesehatan reproduksi;
b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan

diskriminasi berlapis; dan
d- unfuk me.ndapatkan Pelindungaa lebih dari tindak

kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi
seksual-

Pasal 16

(l) Anak Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk
,t pf/l-.-.t o- rton rrilinrtr r-rr;

(2) Hak untuk diberdayakan dan dilindungi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi hak:

a. mendapatkan...../ 1 3
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a. mendapatkan Pelindungan khusus dari diskriminasi,
penelantar€rn, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan
dan kejahatan seksual;

b. mendapatlan perawatan dan pengasuhan keiuarga
atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang
secara optimal;

c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan
keputusan;

d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan
martabat dan hak anak;

e. pemenuhan kebutuhan khusus;
f. perlakuan yang szuna dengal anak lain untuk

mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu;
dan

g. mendapatkan pendampingan sosial.

tsagian Kedelapan
Hak Atas Politik

Pasal 17

(1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak politik.
(2! Hak politik sebagaimana dimaksud pada al'at 11l mel-iputi

hak:
a. menyampaikan pendapat politik baik secara lisan,

tertulis dan/atau melalui bahasa isyarat;
b. memperoleh informasi dalam bidang pemerintahan,

pembangunan dan/ atau kemasyarakatan;
c. dipilih dan memilih dalam jabatan publik dan jabatan

politik;
d. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi

peserta dalam pemilihan umum;
e. membentuk, menjadi anggota, dan/ atau pengurus

organisasi masyarakat danl atau partai politik;
f. membentuk dan bergabung dalam organisasi

Penyandang Disabilitas dan untuk me*'akili
Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional,
dan internasionai;

g. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan
umum pada semua tahap dan/atau bagian
penyelenggaraannya;

h. memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana
penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan
gubernur, bupati/ walikota, dan pemilihan kepala desa
atau nama lain;

i. memperoleh pendidikan pottik; dan
j. mendapatkan fasilitas khusus yang mudah diakses

dalam proses pemilihan umum.

Bagian Kesembilan
Hak Atas Keagamaan

Pasal 18

(1) Penyandane Disabilitas mempunyai hak keagamaan.
(2) Hak keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi hak:
a. memeluk agama dan kepercayaan dan beribadat

menurut agama dan kepercayaannya;
b. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan

tempat peribadatan;

c. mendapatkan..... / 1 4
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c. mendapatkan kitab suci dan lektur keegamaan lainnya
yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya
dan/atau penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan
keagamaan;

d. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan
pada saat menjalankan ibadah menurut agama dan
kepercayaannya;

c. berperan aktif dalam organisasi keagamaan;
f. mendapatkan kesempataa yang sarna dalam

menjalankan kegiatan keagamaan;
g. mendapatkan fasilitas khusus dalam menjalankan

kegiatan keagamaan; dan
h. mendapatkan bimbingan rohani oleh pemuka

agamanya masing-masing.

Bagian Kesepuluh
Hak Atas Keolahragaan

Pasal 19

(l) Penyandang Disabilitas mempunyai hak kepemudaan dan
olahraga.

(2) Hak Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) meliputi hak:
a. melakukan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
b. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan

kepemudaan dan keolahragaan;
c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan kepemudaan

dan keolahragaan;
d. memperoleh sarana dan prasarana kepemudaan dan

keolahragaan yang mudah diakses;
e. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;
f. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan,

pembinaan, dan pengembangan dalam bidang
kepemudaan dan keolahragaan;

g. menjadi pelaku kepemudaan dan keolahragaan;
h. mengembangkan industri di bidang kepemudaan dan

keolahragaan;dan
i. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di

semua tingkatan.

Bagian Kesebelas
Hak Atas Kebudayaan Dan Pariwisata

Pasal 20

(l) Penyandang Disabilitas mempunyai hak kebudayaan dan
pariwisata.

(2) Hak kebudayaan dan pariwisata sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi hak:
a. :ne:npercleh kese.:naa:'^ da:: kesempata:: u:ltuk

berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan
budaya;

b. memperoleh Kesamaan Kesempatan untuk melakukan
kegiatan wisata, melakukan usaha parir*isata, menjadi
pe&.{,a .Franwi-sate, dao la-tau trerpr4.sp dala.r= pr+.ses
pembangunan pariwisata;

c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses,
perlakuan, dan Akomodasi yang Layak sesuai dengan
kebutuhannya sebagai wisatawan; dan

d. didampingi.....l15
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d. didampingi oleh pemandu wisata vang memiliki
keterampilaa khusus untuk mendampingi Penyandang
Disabilitas dan juga untuk memberikan bantuan
mobilitas.

Bagian Keempat belas
Hak Ke sej ahteraan Sosial

Pasal 2 1

(1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak kesejahteraan
sosial.

{2) Hak keseiahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial,
pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

Bagian Kelima belas
Hak Aksesibilitas

Pasal22
(1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak aksesibiltas.
(2) Hak aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi hak:
a. m€adapatka! Aksesibilitas untuk memenfaatka!1

fasilitas umum;dan
b. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk

Aksesibilitas bagi individu.

Bagiaa Keenae belas
Hak Pelayanan Publik

Pasal 23

(1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak pelayanan publik.
(2) Hak pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat

(11 meliputi hak:
a. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan

Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa
Diskriminasi;

b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan
fasilitas -yang mudah diakses di tempat layanan publik
tanpa tambahan biaya;dan

c. mendapatka-n pelayanan dari Penyelenggara Pelayanan
Publik yang alcsesibel.

Bagian Ketujuh belas
Hak Perlindungan Dari Bencala

Pasal 24

(1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak perlindungan
dari bencana.

i2) Hak perlindungan dari bencana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), meliputi hak:
a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan

adanya bencana;
b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan

risiko bencana;
d. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan

dan evakuasi dalam keadaan bencana;
e. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan

evakuasi yang mudah diakses; dan

f. mendapatkan..... / 16
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f. mendapatkan prioritas. fasiiitas. dan sarana vane
mudah diakses di lokasi pengungsian.

Bagian Kedelapan belas
Hak Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 25

(1) Penyandang disabilitas mempunyai hak habilitasi dan
rehabilitasi.

(2) Hak habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), meliputi hak:
a a;coAarctlzan }.a}.ilitaci zlaa ral.al"ilit aei oa;alz zlini zlaa

secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;
b. bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti;

dan
c. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak

srereadahkan saartabat l*anr.usb,

Bagian Kcsembilan belas
Hak Pendataan

Pasal 26

(1) Penyandang Disabiiitas mempunyai hak pendaraan.
(2) Hak pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi hak:
a. didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam

kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
b. mendapatkrr dc/ramerr icepet&u*rt'rcan; dan
c. mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua puluh
Hak Bebas Dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran,

Penviksaan. dan
Eksploitasi

Pasal 27

(l)Penyandang disabilitas mempunyai hak bebas dari
tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan
eksploitasi.

(2) Hak bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran,
penyiksaan dan eksploitasi sebagaimana dimaksud pad
ayat (1) meliputi hak:
a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan

berkeluarga, bermasyarakat, dan bemegara tanpa rasa
takut; dan

b. mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk
kekerasan frsik, psikis, ekonomi, dan seksua-I.

BAB IV
PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN DAN

PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISAE}ILITAS

Pasal 28

Pemerintah Daerah melaksanakan pemenuhan hak
Penyandang Disabilitas sebagaimana dimal<sud dalam Pasal
5, yang meliputi bidang:
a. Perencanaan dan evaluasi;
b. keadilan dan pelindungan hukum;

c. pendidikan.....l17
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c. -pendidikan;
d. ketenagalerj aan dan kewirausahaan;
e. kesehatan;
f. keolahragaan;
g. kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif;
h. kesejahteraan sosial;
i. infrastruktur;
j. pelayanan publik;
k. transportasi;
l. pelindungan dari bencana;
m. Habilitasi dan Rehabilitasi;
n. Konsesi;
o. pendataan;
p. komunikasi dan informasi;
q. perempuan dan anak; dan
r, pelindungan dari tindakan Diskriminasi, penelantaran,

penyiksaan, dan eksploitasi.

Bagian Kesatu
Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 29

{1} Pemerintah Daerah merumuskan RADPD sebagai
perencanaan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan,
dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 huruf a.

(2) RADPD sebagaimana dimaksud pada avat (11 meru_iuk
kepada RIPD yang disusun oleh kementerian yang
menangani bidang perencanaan nasional.

(3) RADPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berlaku
untuk j angka waktu 5 (lima) tahun.

(4) RADPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
mengacu pada RIPD Rencana Aksi Nasional Penyandang
Disabilitas, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai RADPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan eva.luasi terhadap
pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan
Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilaksanakan sesuai
dengan RADPD.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi sebagaimana
ditn2[sp6 pad-a ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 1

(1) Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 da;r Pasal 3C *'ar'ib r*elibatkar: r::--jiarsk'at dan
Organisasi Penyandang Disabilitas.

(2) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan penyediaan Akomodasi yang Layak
bagi Penyandang Disabilitas sesuai ketentuan peraturan
rren r nrl-a no- r rnrl-a n oan

Bagian Kedua...../ 18
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Baeian Kedua
Keadilan dan Pelindungan Hukum

Pasal 32

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan
Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang keadilan
dan perlindungan hukum, Pemerintah Daerah:
a. menjamin dan melindungi hal< Penyandang Disabilitas

sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum
yang szuna dengan lainnya;

b. menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang
Disabilitas dalam setiap tahapan pemeriksaan pada
perkara pidana, perdata, dan/atau tata usaha negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

c. melakukan sosialisasi pelindungan hukum kepada
masyarakat dan aparatur sipil negara tentang
Pelindungan Penyandang Disabilitas.

Pasal 33

Dalam menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas
sebagairlana dimaksud dalam Pasal 32" dilakuken dengan
cara:
a. membuat mekanisme pengaduan tindakan diskriminatif;
b. membuka layanan konsultasi dan rujukan; dan
c. melaksanaan mekanisme lainnya sesuai dengan

peraturan perundans- undangan.

Pasal 34

(1) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalarn
f)^-^t a/r l-.--.t ^ l:t-^-lr,^.. 1-^---J^ ^l-:r ----I dsd,1 ez rrui!{r \- i]IlrrEl lh,alll r\sPiauia atPar d.\ Llr DIPrI lrYBd.r <r,

Penyandang Disabilitas, dan masyarakat non Penyandang
Disabilitas.

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kesamaan status hukum Penyandang Disabilitas

untuk melekukan prbua'.an hukunn;
b. mekanisme pengaduan bagi Penyandang Disabilitas

sebagai korban;
c. tata cara mendapatkan pelayanan dan bantuan hukum

dari Pemerintah Daerah; dan
d a-lae5:illlltae dan _Akomoda-"i yang Laya-k Lragi

Penyandang Disabilitas.

Pasal 35

Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
huruf b, Cilakukan denga:: cara:
a. menyediakan pendamping hukum dan pendamping

disabilitas;
b. menyediakan juru bahasa isyarat, juru ketik, dan/atau

juru gambar;
c- preabetesan biays visum e! rcpeltur"= daa tds'tm et

re p ertum p sikiatilan m;
d. memberikan layanan pemulihan dan pengobatan kepada

korban;
e. menyediakan pendampingan psikososial;
f. m enlrediahan saksi:

g. menyediakan..... / 19
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g. menvediakan ahli: dan/atau
h. menyediakan rumah aman ytrng aksesibel.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
e^-:^l:^^-: ..l:-.1,,^a^- L,,l-.- l^^ L^-.,,^^ L..l^.-

lrLrrrrr.rqrrEa,rl rr\rr\L:rrrr udrrrr.l.lrr rrL.t\\ rrr
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagie- Ketlga
Pendidikan

Pasal 37

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan
Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang
penciiciikan, Pemerintah Daerah:
a. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan

untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan
jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya;

b. mengikutsertakan anak Penyandang Disabilitas dalam
program wajib beiajar i2 idua beias) iahun;

c. mengutamakan anak Penyandang Disabilitas bersekolah
di lokasi yang dekat tempat tinggalnya;

d. memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak
berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah
pm'lidikra:: ,lasar dan metengah rrrei-aiui proganl
kesetaraan;

e. menyediakan biaya pendidikan untuk Penyandang
Disabilitas menempuh pendidikan dasar, pendidikan
menengah, dan pendidikan tinggi bagi peserta didik yang

.:I^l- 
-^--,, 

*^-Li^.. i D--I:IIL^-.\Jr4r16 r!'ad-iIJ d. Lr\Id,n ulcallrPt.l lilt llrurct.td.i r!trr.lr\Iirr,o.rrt

f. menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari
Penyandang Disabilitas yang tidak m€rmpu membiayai
Pendidikan;

g. memfasilitasi Pen5randang Disabilitas untuk mempelajari
keterarnpils:'l dase.r yan g dib'+tuhka+ untuk kennandi rian
dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan
pengembangan sosial;

h. memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas
untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif
lirroL^l dacar rlan menenoal.' rl.an'"6'"t *-'

i. memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam
menyediakan Akomodasi yang Layak.

Pasal 38

(i) Pendciikan uniuk Penyancia-ng Disabiiitas sebag,aimana
dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dapat berbentuk
pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus pada
satuan pendidikan utnum, satuan pendidikan kejuruan,
dan pendidikan keagamaan.

{2) Setiap peny-elenggar*a pendidikan ditarar6 merroiak
Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan Pendidikan
dengan alasan disabilitas.

Pasal 39...../20
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Pasal 39

(1) Pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
38 merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang
menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi
peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mengikuti
M6-.1:..1;L^- ^+^,, M-L^l^:^-- +--- ^l^ L^-L.]^- r^l^-pLrrvrLrrLarr ara.rr l_r\-rrri,r,l<I.-lar.1r L<arrl.ra q\]<r lrd.ilr\rd,r€rrr lldralrr
berinteraksi dengan peserta didik lainnya.

(2)Penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana
dima-ksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sekolah
reguler.

r?t Danwalanocaraan nanrlirlilzoa inLLlcif cp}.aaaiaana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan:
a. memberikan hak yang sama kepacla peserta didik

Penyandang Disabi-litas untuk memperoleh pendidikan
sesuai dengan minatnya;

!r, mewujudka-n peoyeler:ggaraaa pendidiken yang
mengakui adanya keanekaragaman manusia dan
pelaksanaan yang tidak diskriminatif bagi semua
peserta didik; dan

c. menghilangkan hambatan yang dihadapi peserta didik
Penvandang Disatrilitas agar dapat ber.oartisipasi
penuh dalam kegiatan belajar.

Pasal 4O

(1)Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1a 

---.-^L-- 
-icram *nzlizlilzah !d^d L^aa,4 aaaha;l,an

layanan kepada pesefta didik Penyandang Disabilitas,
dengan menggunakan kurikulum khusus.

(2) Penyelenggaraan pendidikan khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sekolah
khusus.

(3) Sekolah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan suatu pilihan bagi peserta didik Penyandang
Disabilitas atau orangtuanya yang menginginkan
pengembangal keterampilan peserta didik Penyandang
Disabilitas.

(4) Penyelenggaraan pendidikan khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tujuan:
a. memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik

Penyandang Disabilitas yang khusus memilih
oengembangan keterampilan :

b. mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti sistem
pendidikan inklusif;

c. membantu menyediakan informasi dan konsultasi
tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif;

d. membantu meningkatkan kompetensi tenega pendidik
di sekolah reguler di bidarg layanan pendidikan bagi
peserta didik Penyandang Disabilitas; dan

e. membaltu pengembangan program khusus b"gr
peserta didik Penyandang Disabilitas di sekolah
reguler.

Pasal 41

(1) Setiap penyelenggara pendidikan pada semua jalur, jenis
dan jenjang pendidikan wajib menyediakan Akomodasi
,vang Layak bagi peserta didik Penyandang Disabilitas.

(2) Pemerintah..... / 2I
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(2) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap penvelenggara
pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dalam
penyediaan Akomodasi yang Layak bagi peserta didik
Penyandang Disabilitas.

(3) Akomodasi yang l,ayak sebagaimana dimaksud pada ayat
(l) antara lain meliputi:
a. sarana dan prasarana;
b. proses dan metode; dan
c. layanan administrasi.

(4) Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) yang tidak menyediakan akomodasi yang layak
bagi peserta didik Penyandang Disabilitas dikenai sanksi
administratif oleh Pemerintah Daerah berupa:
a. teguran tertulis;
b. penghentian kegiatan operasional
c. pembekuan izin operasional; dan
d. pencabutan izin operasional.

Pasal 42

(1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41 ayat (31 huruf a meliputi:
a. penyediaan sarana dan prasarana belajar yang dapat

diakses oleh Penyandang Disabilitas;
b. pemanfaatan teknologi adaptif; dan
c. penyesuaian lokasi ujian dengan kebutuhan individual

Penyandang Disabilitas.
(2) Proses dan metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41

ayat (3) huruf b meliputi:
a. menempatkan posisi duduk yang memudahkan

Penyandang Disabilitas mengikuti proses belajar;
b. menyediakan guru pembimbing khusus yang memiliki

kompetensi dan sertifikasi di bidangnya;
c. menyediakan juru bahasa isyarat, juru ketik, dan/atau

juru gambar;
d. menyesuaikan waktu istirahat sesuai dengal

kebutuhan;
e. menyesuaikan bentuk, cara penyajian, dan model soal

evaluasi;
f. menyesuaikan jumlah mata ujian per hari dengan

kebutuhan khusus peserta didik Penyandang
Disabilitas;

g. menyesuaikan cara dan walctu pengeiaan evaluasi dan
tugas dengan kebutuhan peserta didik Penyandang
Disabilitas;

h. menyediakan sistem seleksi penerimaan peserta didik
yang aksesibel dan tidak diskriminatif; dan

i. m enyeciiakan rLlang tenang.
(3) Layanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4l ayat (3) huruf c meliputi:
a. menyediakan layanan dalam format yang aksesibel

untuk setiap ragam disabilitas;
b. mcnyediakan tenag,a i<eperrciitiikan yang memiiiki

kemampuan berinteraksi dengan peserta didik
Penyandang Disabilitas; dan

c. menyediakan fleksibilitas masa dan batas waktrr
belajar yang disesuaikan dengan kondisi peserta didi.k
Pcnyandang Disabi;litas.

(4) Pemerintah..... / 22
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I4l Pemerintah Daerah daoat memberikan insentif kepada
guru pembimbing khusus yang bersertifikat dan
penyelenggara pendidikan yang telah menyediakan
Akomodasi yang Layak bagi peserta didik Penyandang
Disabilitas.

(51 Insentif kepada guru pembimbing khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk menjamin
maslahat tambahan kepada Guru sesuai ketentuan
peraturan perundang- undangan.

(6) Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
diperoleh dalam bentuk:

a. tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa,
atau penghargaan bagi Guru; dan

b. kemudahan memperoleh pendidikan bagi putra dan/ atau
putri Guru, pelayanan kesehatan, atau bentuk
kesejahteraan lain.

(7) Insentif kepada lembaga pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) antara lain berbentuk kemudahan
periainan dan bantuan anggaran pemeliharaan Akomodasi
yang Layak.

(8) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian
rnsentrf sebagarmana dlmaksud pada ayat (4]
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 43

(1) Perangkat Daerah yang mcnyelcnggarakan urusan
pemerintahan daerah di bidang pendidikan membentuk
Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung
penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan
menengah.

(2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berfungsi:
a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga

kependidikan di pendidikan dasar dan pendidikan
menengah da,lam menangani peserta didik Penyandang
Disabilitas;

b. mengoordinasikan setiap unit ke{a yang ada di
pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam
Pemenuhan kebutuhan khusus peserta didik
Penyandang Disabilitas;

c. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta
didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas
melalui program usaha kesehatan sekolah secara
sinergi dan berkesinambungan antar Pemerintah
Daerah dan masyarakat dengal menyediakal sarana
dan prasarana usaha kesehatan sekoiah termasuk
buku dan catatan pemantauan tumbuh kembang anak;

d. menyediakan pendampingan kepada peserta didik
Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran
proses pembelajaran;

e. mengembangkan program kompensatorik rian
menyediakan layanan konseling kepada peserta didik
Penyandang Disabilitas;

f. menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang
diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;

-- l-.- l-- :-a--_--:.--.^-- l:--L:l:.-^.
Ei. ulErrlYural|latr uaLa u4rr rlrl\rr lrlasr rErrrarlB \rtit4urlr[4.],
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h. memfasilitasi, mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan Unit Layanan Disabilitas dan penyediaan
Akomodasi yang Layak di pendidikan dasar dan
pendidikan menengah;

i. merujuk peserta didik yang terindikasi disabilitas
kepada dokter, psikolog, atau psikiater;

j. memberikan sosialisasi pemahaman disabilitas dan
sistem pendidikan inklusif kepada pendidik, tenaga
kependidikan, dan peserta didik; dan

k. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau
lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas
pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.

(3) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) membantu penyelenggaraan layanan perguruan
tinggi yang ada di Daerah yang sedang merintis
pembentukan Unit Layanan Disabilitas.

(4) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk:
a. penyediaan juru bahasa isyarat, juru ketik, dan/atau

juru gambar;
b. penyediaan tenaga konseling;
c. menerima pengaduan dari peserta didik Penyandang

Dlsabrhtas di perguruan tlnggl;
d. melaksanakan mediasi antara peserta didik

Penyandang Disabilitas dengan pimpinan perguruan
tinggi untuk memberikan Akomodasi yang Layak dalam
proses pengajaran; dan

e. Penye<iiaan Akomo<iasi yang Layak

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penghormatan,
Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di
bidang pendidikan dan mekanisme pengena€rn sanksi
administratif terhadap penyelenggara pendidikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39,
Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 dilaksalakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan

Paragraf I
Ketenagakerjaan

Pasal 45

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan
Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang
ketenagakerjaan, Pemcrintah Daerah:
a- mempeketelran paling serlikit 2o/o (dua persen)

Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau peke{a
pada instansi Pemerintah Daerah dan badan usaha milik
daerah;

b. memastikan perusahaan swasta mempekerjakan paling
sedikit 17o {satu persenl Penyandang Disabilitas dari
jumlah pegawai atau pekerja pada instansinya;

c. menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihal kerja,
penempatan keq'a, keberlanjutan kerja, dan
pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi
kepada seiuruh ragam Penyandang Disabilitas;

d. memberikan...../24
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d. memberikan kuota kepada Penvandang Disabilitas untuk
mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga
pelatihan kerja Pemerintah Daerah, dan/atau swasta,
yang disesuaikan dengan kebutuhan peluang keg'a yang
ada;

e . menyosialisasikan penyediaan Akomodasi yang Lavak dan
fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja
Penyandang Disabilitas;

f. menjamin akses ya-ng sama bagi Penyandang Disabilitas
terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan
sosial nasional di bidang ketenagakerjaan;

g. memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang
mempekerjakan Penyandang Disabilitas; dan

h. memiliki Unit Layanar Disabilitas pada Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urLlsan pemerintahan daerah di
bidang ketenagakedaan dan kepegawaian.

Pasal 46

Dalam proses rekrutmen yang adil dan tanpa Diskriminasi,
Pemberi Kerja dapat melakukan:
a. penyediaan asistensi dalam proses pengrsian formulir

aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan;
b. penilaian untuk mengetahui minat, bakat, dan

kemampuan;
c. penyediaan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan

kondisi disabilitas;
d. keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes sesuai dengan

kondisi Penyandang Disabilitas;
e. penjaminan untuk membuka proses rekrutmen bagi

seluruh ragam disabilitas; dan
f. penjaminan untuk tidak menerapkan syarat sehat jasmani

dan rohani berdasarkan pemeriksanaan kesehatan frsik
dan mental.

Pasal 47

Dalam proses penempatan kerja yang adil dan tidak
4iskriminatd, Pemberi Kerja dapat rnenS'eCiakan:
a. untuk masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja

untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk
penyelenggaraan pelatihan atau magang;

b. tempat bekerja sesuai dengan kebutuhan Penyandang
Dlsabilitas berdasarkan ragern disabilitasnya;

c. waktu istirahat yang fleksibel sesuai kondisi dan ragam
disabilitas;

d. jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi
waktu ke{a;

e. asistensi dalam pelalsa raal pekerjaan sesuai denga:r
kebutuhan dari ragam disabilitas; dan

f. memberikan iitn khusus untuk pengobatan yang terkait
dengan disabilitas.

Pasal 48

Pemerintah Daerah menjamin akses dan pembiayaan bagi
Penyandang Disabilitas yang beke{a di sektor non formal
terhadap manfaat dan program kepesertaan bukan penerima
upah dalam sistem jaminan sosial di bidang
kete:ragakerj aan.

Pasal 49...../25
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Pasal 49

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggaralan urusan
pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan
memberikan kuota bagi Penyandang Disabilitas untuk
meningkatkan keterampilan di lembaga pelatihal keda
dan/atau pusat pe latihaii kcqa daerah.

(2) tembaga pelatihan kerja dan/atau pusat pelatihan kerja
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1! harus
bersifat inklusif dan mudah diakses.

Pasa! 5O

(1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi tentang
Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e kepada
Pemberi Kerja.

(2) Sosiaiisasi kepacia Pemben Kerja sebagaimana riimaksuci
pada ayat (l)dilakukan dalam bentuk:
a. pertemuan tatap muka;
b. cetak; dan
c. elektronik.

i3i Petaksartaan sosialisasi sebap.imrma <iimaksud pa<ia ayat
(2) disertai dengan penyediaan Akomodasi yang layak

Pasal 51

(1| Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud dalam
Pasa! 5C ay'at {1} rr€r€akup ragam dieab.Jitas irsik,
disabilitas intelektual, disabilitas mental, dan disabilitas
sensorik.

(2) Disabilitas sensorik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari:
a dicahilitac r.rrricnl aferl trrli' rlan
b. disabilitas netra.

(3) Jenis Akomodasi yang Layak ragam disabilitas Iisik
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mencakup:
a. ketersediaan aksesibilitas untuk menuju tempat yang

lebih tinggi dalarrr benluk bidang minng daalatau lift;
b. kamar mandi atau toilet yang mudah digunakan bagi

Penyandang Disabiiitas;
c. ruang bagi Penyandang Disabilitas untuk mengubah

posisi tubuh pada saat yang bersangkutan bekerja;
d. ruang kerja dengan ul<uran yang memungkinkan

pengguna kursi roda dapat bergerak secara leluasa;
e. penyesuaian bentuk, ukuran, dan tata letak alat ke{a

untuk pengguna kursi roda; datr
f. sosialisasi pemahaman kepada lingkungan kerja

tentang cara berinteraksi dengan Penyandang
Disabilitas fisik di lingkungan kerja.

(4) Jenis Akomodasi yang Layak ragam disabilitas intelektual
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
a. ruang untuk relaksasi:
b. layanan konseling untuk membaltu menjaga

keseimbangan emosi; dan
c. sosialisasi pematraman kepada lingkungan kerja

tentang cara berinteraksi dengan Penyandang
Disabilitas intelektual di lingkungan kerja.

(S)Jenis Akomodasi yang Layak ragam disabilitas mental
sebagaimana dimaksud pada ayat (1; mencakup:

a. ruang...../26
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a. ruang untuk relaksasi:
b. layanan konseling untuk membaatu menjaga

keseimbangan emosi;
c. cuti atau izin khusus untuk menjalani pengobatan ke

layanan kesehatar termasuk konseling secara berkala;
d. waktu keda yang fleksibel;
e. posisi duduk yang aman dan nyaman;
f. fleksibilitas tempat bekerja; dan
g. sosialisasi pemahaman kepada lingkungan kerja

tentang cara berinteraksi dengan Penyandang
Disabilitas mental di lingkungan ke{a.

{6} Jenis Akomodasi yang Layah ragam disabilitas rungu atau
tuli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
mencakup:
a. ketersediaan aksesibilitas ruang yang memanfaatkan

visual, getaran/gema, bahasa gestur, gerakan isyarat,
ekspresi wajah, dan kontak mata;

b. juru bahasa isyarat, juru ketik, dan/atau juru gambar
dalam rapat atau pertemuan ke{a;

c. sosialisasi pemahaman kepada lingkungan kerja
tentang cara berinteraksi dengan Penyandang
Disabrtitas rungu atau ruli oi hngkungan kerJa; dan

d. teknologi teks pembicaraan.
{7} Jenis Akomodasi yang Layak ragam disabilitas netra

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup:
a. komunikasi dalam bentuk audio;
b. komputer yang diiengkapi dengan perangkat iunak

pembaca layar dan menempatkan tanda timbul pada
alat kerja berupa layar sentuh;

c. pendampingan untuk orientasi awal lingkungan kerja;
d. jalur pemandu dan jalur peringatan;
e. sisiem pencaluyaarr dan prrrggi.inaair rlvarna yaiig

kontras untuk memudahkan identifiksai lingkungan
dan mengenali ojek di dalam ruangan bagi penyandang
disabilitas berpenglihatan lemah; dan

f. sosialisasi pemahaman kepada lingkungan kerja
1-^-:-- ^--t--1LgriiialrB Lal.i .rll i|liivl irLtli'l \livlrBialI rElrJdlrUit.1rB

Disabilitas netra di lingkungan kerja.

Pasai 52

Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan untuk Penyandang
ni--L'll:;-- -^--{ ^ l;--I:^L-- l-r^- F.--r"L L^-Li^,ui .14;

Relauq ul-luro

jenis Akomodasi yang Layak bagi ragam disabilitas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

Pasal 53

(l) Pelal<sanaan kuota 2'/o (atua persenl sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dapat dilaksanakan
dengan jalur pererimaan umum atau jalur penerimaan
khusus disabilitas.

(2) Penerimaan aparatur sipil negara da.rr pegawai pada badan
usaha miiik o'aerah sebagaimana dimaksuei pada ayar (ii
harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

(3) Penerimaan..... I 27
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{3} Penerimaan aparatur si_pii negara dan pesau'ai oada badan
usaha milik daerah diiaporkan kepada Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di
bidang ketenagakerjaan.

(4) Pelaksanaan kuota 2olo (dua persen) sebagaimana
dimaksud pada ayat {1), ayat (2}, dan ayat (3) dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan pemndang-undangan.

Pasal 54

{1) Insentif kepada badan usaha milik daerah dan
rrnzr rsohaa n errraata Vcrialid^ Daa-a-i^--

Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf
g diberikan dalam bentuk:
a. kemudahan periuinan;
b. penghargaan; dan/atau
c hgnlr ren nenwerl i-a,a n faqilitas Leriq vatlr; rnr rrlah

diakses.
{2} Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian

insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf g
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-

Pasal 55

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan
membentuk Unit Layanan Disabilitas.

(2! Tugas Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) meliputi:
a.merencanakan Penghormatan, Pelindungan, dan

Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang
Disabilitas;

b. memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah, dan
perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen,
penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja,
keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang
adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang
Disabilitas;

c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja atau
pegau'ai Penyandang Disabilitas;

d. menyediakan pendampingan kepada Pernberi Kerja
atau Perangkat Daerah yang menerima tenaga kerja
Penyanclang Drsab ltas;

e. mengoordinasikan Pemenuhan dan penyediaan Alat
Bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas;

f. memastikan pemberian akses yang setara bagi
Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program
<iaiam sistem jaminan sosiai nasionai cii bidang
ketenagakerjaan dan kepegawaian; dan

g. mengawasi dan mengevaluasi penyediaan Akomodasi
yang Layak oleh Pemberi Kerja atau Perangkat Daerah.

{3} Pembentukan dan penyelenggaraan tugas dari Unit
Layanarr Disabi 1as meiibattkan Grgtnrisasi trenyartdang
Disabilitas.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Unit
Layanan Disabilitas dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 56.-.../28
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Pasal 56

(1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan terhadap kuota
tenaga kerja Penyandalg Disabilitas di perusahaan swasta
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 hurul b.

(2) Pemsahaan yang tidak memenuhi kuota sebagaimana
,{i*aLa,,r .]^r^.. Da--r , < ,.,,-,f l. llL^-^L^- -^.'L-:
berupa:
a. teguran tertulis;
b. penghentian kegiatan operasional;
c. pembekuan iain usaha; dan
d rrpnr.qh,rran i?in rrg.he.

Pasal 57

(1) Pemberi Kerja wajib memberi upah, tunjangan, dan
peningkatan jenjang karier kepada tenaga kerja
Penlrandang Disabiiiras yang sama dengan tenaga kerja
yang bukan Penyandang Disabilitas dengan jenis
pekerjaan dan tanggung jaxab yang sama.

(2) Pemberi Ke{a wajib menjamin agar Penyandang
Disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan
berkr,rmprri ctaiam iingkungal pe krrjar:l.

(3) Pemberi Kerja menjamin pemberian hak-hak
ketenagake{aan bagi Penyandang Disabilitas sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemerintah Daerah, badan usaha milik daerah, dan
--L--r ---ir- _-'r---,-i-pgl uscrlldcrlt SwdSLar ulrdll dulB lllslllrJEl llcrrr.ll\dtr PcActJd

dengan alasan disabilitas.

Pasal 58

Pemberi Kerja yang tidak melaksanakan kewajibannya
l:--l---l 'J^r-- rr-^-l E-r lil-^-^l 

-- 
t-^iS(jlJd.BitlII ril.Ila. flllllartsl\r (laldlll rasa] o, \llttEIldl aralir\5r

administratif oleh Pemerintah Daerah berupa:
a. teguran tertulis;
b. penghentian kegiatan operasional
c. pembekuan izin usaha; dan
J -^-^^L.,+^- i-l-.*^L^!i. l. qi r\- 6 rJiI adt i i ialir i.Io.ri i.i.

Pasal 59

(1) Pemberi kerja menyelenggarakan program kembali beke{a
bagi peke{anya yang menjadi Penyandang Disabilitas
setelah bekerja.

{2} Propam kembali bekerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. hak untuk mendapatkan pelatihan keterampilan sesuai

kedisabilitasannya;
b. hak pekerja untuk mendapatkan posisi 'oaru yang

sesuai dengan kondisi disabilitasnya jika dibutuhkan;
dan

c. hak untuk mendapatkan pelatihan sesuai dengan
posisi yang baru.

(3i fumurkilatl Daerah memberika:: ir:.;errtif stbagai
kompensasi dari adanya biaya lebih yang harus
ditanggung oleh Penyandang Disatriiitas kepada:
a. Penyandang Disabilitas usia dewasa yang sudah

bekeda dengan pendapatan rendah; dan

b. Penyanclan9..... I 29
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b. Penvandang Disabilitas PeremDuan vang sudah
beke{a.

Pasa] 6O

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penghormatan,
pelinds*gan dan pemenuhan hak Pen5'andang DieaS.litas di
bidang ketenagakerjaan dan mekanisme pengenaan sanksi
administratif terhadap pemsahaan swasta sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasa,l
49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55,
Pesa! 55, Pasa! 57, dan Pasa! 58 dilaksanakan =-"uaiketentuan peraturzrn perundang-undangan.

Paragraf 2
Kewirausahaan

Pasal 61

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan
Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang
kewirausahaan, Pemerintah Daerah:
a. memberikan jaminan, pelindungan, dan pendampingan

kepde Penyardang Disabilitas untuk berwkausaha dan
mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan ;

b. memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha
mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang
dlseleoggara-kan oleh Penyandang Disabilitas;

c. memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa
kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh
Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

d- memfasittasi pema"saran produk yang dihasilkan oleh unit
usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang
Disabilitas;

e. mengalokasikan kios/gerai yang dikelola oleh Pemerintah
Daerah dan/atau badan usaha milik daerah untuk
Penvandans Disabilitas:

f. memberikan potongan biaya bagi Penyandang Disabilitas
atas sewa kios/gerai yang dikelola oleh Pemerintah Daerah
dan/atau badan usaha milik daerah; dan

g. memberikan pelatihan kewirausahaan kepada
Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha
mandiri.

Pasal 62

(l) Perluasan peluang dalam pengadaan barang dan jasa
eebagai;sana dimaksud da}a:n Pasal 51 hunrf c dilakuke:r
dengan memberikan prioritas dalam pengadaan langsung
yang dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan
oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan
p4,raturan pe!-unrtang-undangan (2) Pemerintah Daerah
melaksanakan tender khusus unit usaha mandiri yang
dijalankan oleh Penyandang Disabilitas dalam hal ada
lebih dari satu unit usaha mandiri yang dijalankan oleh
penyandang disabilitas yang mengajukan permintaan
oengadaan barang dan jasa.

Pasal 63...../3O
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Pasal 63

(l ) Fasilitasi pemasar€rn produk sebagaimana dimaksud
da.lam Pasal 61 huruf d dilaksanakan dengan
mengalokasikan kios untuk memasarkan produk dan jasa
hasil unit usaha mandiri yang ddalankan oleh Penyandang
r\:-- l-l t,i + ^-

(2) Kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk di
area kantin perkantoran, pasar tradisional, pasal modern,
pameran, bazar, Iokasi pari$dsata.

(3) Pemerintah Daerah memberikan potongan harga sewa kios
sz'hacrairnana dirnolrsrrrl rr.da evet l l ) kpnadp Unir. USAha
maxdiri y-ang dijalankan Penyandang Disabilitas.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penghormatan,
D-li-n,.-.r^- .1,.- D**,,L^- L^1, Er6-r,--l^- ni-^L,ilir^- -lir !ru air\rq.rl6
bidang kewirausahaan sebagaimana dimaksud dala,m Pasal
61, Pasal 62 dan Pasai 63 dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagran Keli:na
Kesehatan
Pasal 65

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan
Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang kesehatan,
Pemerintah Daerair:
a. memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima

pasien Penyandang Disabilitas;
b. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada

Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan
srans'ar rian keienilitrrl peraturtrn perrmdarrg,-undaagan;

c. memberikan pelayanan kesehatan untuk Penyandang
Disabilitas tanpa diskriminasi sesuai dengan standar dan
ketentuan peraturan perundang- undangan;

d. menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi
dar temarrrprrarr dalam pday-arran kesehatari bag,
Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat
pertama sampai ke tingkat lanjut;

e. menjamin ketersediaan perbekalan kesehatan ba$
Penyandang Disabilitas;

f 
-^-:^-:- 

L^r--^.{:^^- --1^- ^-^^ L--L^+^-

dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan
kebutuhan dan ragam disabilitasnya;

g. menjamin ketersediaan pelayanan rehabilitasi medis
sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya;

r. ---;-H; l,6farca.l;.raf\ rtan nenrlistri h' r cia ^ llet EAntUii,.irLr.Ju.rrra

Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah;

i. menjamin ketersediaan aiat non kesehatan yang
dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas di fasilitas
peJaya-rr,aake--sehatra;

j. menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan di
wilayahnya agar mampu memberikan pelayanan
kesehatan bagi Penyandalg Disabilitas;

k. menyediakan biaya layanan kesehatan bagi Penyandang
Disabilitas berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh
Pemerintah Daerah; dan

l. menjamin iuran...../3 1
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l. menjamin iuran jaminan kesehatan berdasarkan kriteria
yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 66

(1) Dalam hal tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 65 huruf d belum tersedia, tenaga keschatan
yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama
wajib merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan
bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan
kesehatan lain.

(2) Merujuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan secara vertikal dan
horizontal dalam bentuk pengiriman pasien dan spesimen,
dan/atau melalui telemedisin.

(3) Ketentuan lebih larjut mengenai mekanisme rujukan
dilal<sanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan .

Pasal 67

Ketersediaan pelayarran kesehatan yang &ibutuhkan uleh
Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
65 huruf c dirancang untuk meminimalkan hambatan dan
mencegah terjadinya disabilitas lebih lanjut sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Tenaga kesehatan dalam melakukan tindal<an medis wajib
mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Penyelenggara layanan kesehatan yang menyediakan
pelayanan psikiatri wajib memberikan pelayanan kepada
Penvandang Disabilitas sesuai dengan standar pelayanan
minimal bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan
p€raturan perundang-undangan.

Pasal 70

(1) Penyelenggara layanan kesehatan yang dikelola
Pemerintah Daaah dan masyarakat rajib ri-rerry'oCialian
fasilitas perawatan untuk pasien Penyandang Disabiiitas
mental sesuai dengan prinsip keselamatan dan kepuasan
pasien.

(2) Penyelenggara layanan kesehatan yang dikelola
Pemedntah D*erah da; *as1'rakat *'a;ib meleksa:':akas
layanan dengan menerapkan fleksibilitas u'a-ktu layanan
Kesehatan menyesuaikan dengan kondisi pasien
Penyandang Disabilitas.

(3) Prinsip keselamatan dan kepuasan pasien sebagaimana
dirrak-"ud pade ayet { 1!.dila,ksaoakan s€sua! de.trgan
ketenruan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75...../32
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Pasal 75

Ketentual lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di
bidang kesehatan dan mekanisme pengenaan sanksi
terhadap penyelenggara layanan Kesehatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 66, Pasal 67, Pasat 68, Pasal 69, Pasal
70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, dan Pasal 74 dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Keolahragaan

Pasal 76

Da.lam pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan
Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang
keolahragaan, Pemerintah Daerah :

a. mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang
Disabilitas;

b. membina dan mengembangkan olahraga untuk
Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan
untuk meningkatkan interaksi sosial, kesehatan,
kebugaran, pembentukan karakter, dan prestasi olahraga;
dan

c. memberikan penghargaan olahraga yang seta-ra antara
atlet Penyandang Disabilitas dan atlet yang bukan
Penyandang disabilitas.

Pasal 77

(1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem keolahragaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a untuk
Penyandang Disabilitas meliputi:
a. keolahragaan pendidikan;
b. keolahragaan masyarakat; dan
c. keolahragaan prestasi.

(2) Pengembangan sistem keolahragaan untuk Penyandang
Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (I)
dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk
Penyandang Disabilitas yalg sesuai dengan kondisi dan
ragam disabilitasnya.

Pasal 78

(1) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 76 huruf b dilaksanakan dengan:
a. penyediaan aksesibilitas pada sarana dan prasarana

dalam fasiLitas olahraga;
b. penyediaan tenaga keolahragaan; dan
c. penyelenggaraan kompetisi secara teratur di berbagai

tingkatan secara berkala dan berkelanjutan.
(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengembangan

Pemerintah Daerah melibatkan:
a. organisasi keolahragaan disabilitas dari berbagai

ragam disabilitas;
b. akademisi dan praktisi dalam bidang keolahragaan

untuk mengembangkan metode dan teknik olahraga
bagi Penyandang Disabilitas termasuk cara melatih dan
bermain yang sesuai dengan ragam disabilitas; dan

c. sector usaha...../33
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c. sektor usaha untuk pemenuhan pendanaan.

Pasal 79

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan yang sama
arrtara atlet Penyandang Disabilitas dan atlet bukan
Penyandang Disabilitas.

Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Penghormatan,
Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di
bidang keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77,
Pasa-l 78, dan Pasal 79 dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang- undangan.

Bagian Ketujuh
Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pasal 8l
Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan
Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang
kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif, Pemerintah
Daerah:
a. menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk

mendapatkan layanan kebudayaan, pariwisata dan
ekonomi kreatif;

b. memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata yang
menyelenggarakan jasa perjalanan wisata ya.ng mudah
diakses oleh Penyandang Disabilitas;

c. mengembangkan potensi dal kemampuan kebudayaan
Penyandang Disabilitas; dan

d. melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang
Disabilitas-

Pasal 82

(1) Penjaminan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam
Pasa-l 81 huruf a dilaksanakan dengan menyediakan
fasilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan
layanan kebudayaan dan pariwisata yang mudah dial<ses.

(2) Layanan kebudayaan dan pariwisata yang mudah diakses
sebagaima-na dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio,

visual, dan taktil;
b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki

kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi
wisatawan Penyandang Disabilitas netra di tempat
wisata;

c. tersedianya pemandu wisata yang memiliki
kemampuan bahasa isyarat untuk berkomunikasi
dengan wisatawan Penyandang Disabilitas rungu di
tempat wisata; dan

d. tersedianya pemandu wisata untuk mendampingi
wisata$/an Penyandang Disabilitas yang memiliki
kemampuan memberikan bantuan mobilitas di tempat
wisata.

Pasal 83...../34
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Pasal 83

Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Pengembangan potensi dan kemampuan kebudayaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c meliputi:
a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas

dalam kegiatan kebudayaan;
b. mengembangkan kegiatan kebudayaan khusus

Penyandang Disabilitas;
c. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang

Disabilitas atas karyanya, jasanya dalam pengembangan
komunitas, atau jasanya dalam memajukan kebudayaan
Penyandang Disabilitas; dan

d. mempekerjakan Penyandang Disabilitas yang berkarier di
sektor kebudayaan.

Penyandang
pengakuan
linguistik.

Pasal 85

Disabilitas berhak
dan dukungan atas

mendapatkan
budaya dan

untuk
identitas

Pasal 86

Pelindungan hak kekayaan intelektual sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 81 huruf d dilakukan dengan
menjunjung tingg nilai kesetaraan hal< Penyandang
Disabilitas.

Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penghormatan,
pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di
bidang kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif
sebagaimana dimaksud dalam Pasai 82, Pasai 83, Pasal 84,
Pasal 85, dan Pasal 86 dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang- undangan.

Bagian Kedelapan
Kesej ahteraan Sosial

Pasal 88

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan
Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang
kesejahteraan sosial, Pemerintah Daerah:
a. melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk

Penyandang Disabilitas; dan
b. menjamin tersedianya Aksesibilitas darr Akomodasi yang

l,ayak bagi Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan
kesejahteraan sosial.

Pasal 89

(1)Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 88 huruf a meliputi:
a. rehabilitasi sosial;
b. jaminan sosial;

c. pemberdayaan..... / 35
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c. pemberdayaan sosial; dan
d. perlindungan sosial.

(2) Gubernur wajib menjamin akses bagr Penyandang
Disabilitas untuk mendapatkan Rehabilitasi sosial,
jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan
sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (l).

(3) Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
bermanfaat bagi Penyandang Disabilitas.

(4) Rehabiiitasi sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan
sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (l ) huruf a, huruf
b, dan huruf c dilaksanakan sesuai peraturan perundang-
undangan tentang kesejahteraan sosial Penyandang
Disabilitas.

Pasal 90

(1) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal
89 huruf d dimaksudkan untuk mencegah dan menangani
risiko dari guncangan dan kerentanan sosial Penyandang
Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok
Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang
Disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi
sesuai dengan ketrutuhan dasar minimal.

(2) Sasaran Perlindungan Sosial ditujukan kepada
Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas,
kelompok Pcnyandang Disabilitas, dan/atau komunitas
Penyandang Disabilitas yang berada dalam keadaaa tidak
stabil yang terjadi secara dta-tiba sebagai akibat dari
situasi krisis sosia-i, ekonomi, politik, bencana, dan
fenomena alam

(3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:
a. bantuan sosial;
b. advokasi sosial; dan/atau
c. bantuan hukum.

Paragraf 1

Bantuan Sosial
Pasal 9 I

(1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90
ayat (3) huruf a diberikan kepada Penyandang Disabilitas,
keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang
Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas
yang mengalami risiko sosial agar dapat tetap hidup
secara wajar.

(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:
a. bantuan langsung;
b. penyediaan Aksesitrilitas; dan/atau
c. penguatan kelembagaan.

(3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dengan memperhatikan kebutuhan spesifik perempuan,
anak, dan lanjut usia.

(4) Pemberian bantuavr sosial yang bersifat berkelanjuta.n
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai
dengan kemampuan keuangan Daerah.

Paragral 2.....136
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Paragraf 2
Advokasi Sosial

Pasal 92

(l)Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90
ayat (3) huruf b dimaksudkan untuk melindungi dan
membela Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang
Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau
komunitas Penyandang Disabilitas yang dilanggar haknya.

(2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban,
pembelaan, dan pemenuhan hak.

(3) Penyadaran hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilaksanakan dengan:
a. pen5mluhan;
b. pemberian informasi; dan/atau
c. diseminasi.

(4) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (21

d ilaksanakan dengan:
a. pendampingan dalam pemenuhan hak; dan/atau
b. bimbingan.

(5) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan dengan:
a. pemberian layanan khusus; dan/atau
b. pemulihan hak yang dilanggar.

Paragraf 3
Bantuan Hukum

Pasal 93

(1)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90
ayat (3) huruf c diselenggarakan untuk mewakili
kepentingan Penyandang Disabilitas yang menghadapi
masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik didalam
maupun di luar pengadilan.

(2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundalg-undangan.

Pasal 94

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di
bidang kesejahteraan sosial dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Infrastruktur

Pasal 95

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan
Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang
infrastruktur, Pemerintah Daerah:
a. menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh

Penyandang Disabilitas ;

b. mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses
oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat
dalam persetujual bangunan gedung;

c. melakukan audit..... / 37
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c. melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas
Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap
bangunan gedung;

d. menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah
diakses oleh Penyandang Disabilitas;

e. menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki yang
mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;

f. mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang
dibangun oleh pengembang memiliki Aksesibilitas bagi
Penyandang Disabilitas;

g. memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses
pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh
Penyandang Disabilitas;

h. memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh
Penyandang Disabilitas;

i. menyediakan kuota perumahan publik sewa dan/atau
milik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah paling sedikit
8olo (delapan persen) dari jumlah unit yang tersedia bagi
Penyandang Disabilitas sepanjang terdapat p€rmintaan
dari Penyandang Disabilitas;

j. menjamin kemudahan untuk Penyandang Disabilitas
mendapatkan program kredit perumahan rakyat;

k. menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan
permak€rman umum yang mudah diakses oleh
Penyandang Disabilitas;

l. menjamin akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak bagi
Peyandang Disabilitas; dan

m. menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas terhadap
pelayanan air bersih.

Pasal 96

lnfrastrulrtur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a
meliputi:
a. bangunan gedung;
b. fasilitas pejalan kaki;
c. tempat penyeberangan jalan;
d. permukiman; dan
e. pertamanan dan permakaman.

Pasal 97

(1) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang
Disabiiitas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 96 huruf
a memiliki fungsi:
a. hunial;
b. keagamaan;
c. usaha; dan
d. sosia-l dan budaya;

(2) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencaln-rp yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, badan
usaha milik daerah, atau pihak swasta.

(3) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang
Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas dengan
mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, kondisi, dan
ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

(4) Fasilitasi...../38
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(4) Fasilitas dan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) dilaksanakan sesuai dengal peraturan menteri
yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang
pekerjaan umum.

Pasal 98

Pemerintah Daerah melaksanakan sosialisasi syarat
ketersediaan fasilitas dan Aksesibilitas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 95 huruf b kepada seluruh pemilik,
pengelola, dan/atau pihak yang sedang mengajukan
permohonan persetujuan banguan gedung.

Pasal 99

(1) Hasil audit terhadap ketersediaan fasilitas dan Aksesibilitas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf c merupakan
salah satu syarat dalam penerbitan dan perpanjangan
scrtifikat laik fungsi bangunan gedung.

(2) Mekanisme audit fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang
Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Audit kelaikan fungsi fasilitas dan Aksesibilitas bag,
Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh penyedia jasa
pengawasan atau manajemen konstruksi bersertifi kat.

(a) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan
dengan mengikutsertakan Organisasi Penyandang Disabilitas
yang memiliki keahlian di bidang Aksesibilitas infrastruktur.

Pasal lOO

Penyediaan Aksesibilitas pada fasilitas pejalan kaki dan
penyeberangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95
huruf e dilakukan berdasarkan peraturan menteri yang
melaksanakal urusan pemerintahan di bidang pekerjaan
umum.

Pasal 1O1

(l) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap
ketersediaan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada
kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal
95 huruf f.

(2) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi -vang dikelola oleh Pemerintah Daerah, badan usaha
milik daerah, dan/atau swasta.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan
dengan melakukan pemantauan langsung dan tindak lanjut
dari aduan masyarakat.

(4) Pemerintah Daerah menyampaikan hasil pengawasan kepada
pemilik atau pengembang kawasan permukiman.

(5) Pemilik atau pengembang kawasan permukiman
menindaklanjuti hasil pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4). (6) Pemerintah Daerah mengumumkan hasil
pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam
media yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 1O2...../39
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Pasal 102

(1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 95 huruf g
dilakukan dengan memberikan bantuan teknis kepada
badan usaha milik daerah atau swasta pengembang
kawasan permukiman dan/atau rumah susun untuk
menyediakan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

(2) Pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. pendampingan pen)'usunan rencaia;
b. pelatihan; dan
c. konsultasi

(3) Badan usaha milik daerah atau swasta pemilik atau
pengembangan wajib memprioritaskan Penyandang
Disabiiitas untuk melakukan sewa rumah susun.

(4) Pelaksanaan bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat {2) melibatkan ahli di bidang Aksesibilitas.

Pasal 103

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program untuk
membangun Aksesibilitas di kawasan permukiman yang
tidak memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disatrilitas
sebagai bentuk dari fasilitasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 95 huruf h.

(2) Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan bekerjasama dengan Organisasi
Penyandang Disabilitas.

Pasal 104

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhaa hak Penyandang Disabilitas di
bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96,
Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102, dan Pasal
103 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturar perundang-
undangan.

Bagian Kesepuluh
Pelayanan Publik

Pasal 105

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di
bidang pelayanan publik dilaksanakan melalui:
a. menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh

Penyandang Disabilitas;
b. menyebarluaskan dan menyosialisasikan Pelayanan

Publik yang mudah diakses kepada Penyandang
Disabilitas dan masyarakat; dan

c. menyediakan panduan Pelayanan Publik yang mudah
diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 106

(1) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105
huruf a meliputi penyediaan:
a. akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas; dan
b. panduan berinteral<si dengan Penyandang Disabilitas.

(2lPenyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) huruf a meliputi penyediaan:

a. pendampine...../40
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a. pendamping;
b. juru bahasa isyarat;
c. sarana informasi audio dan visual; dan
d. teknologi teks pembicaraan.

(3) Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
memuat:
a. informasi umum mengenai ragam disabilitas;
b. informasi tentang prinsip umum berinteraksi dengan

Penyandang Disabilitas;
c. cara memberikan pendampingan kepada Penyandang

Disabilitas; dan
d. cara berinteraksi dengan Penyandalg Disabilitas

(4) Pemerintah Daerah menJrusun panduan sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) huruf b bersama Organisasi
Penyandang Disabilitas.

(5) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sosialisasi dan
pelatihan panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
huruf b bersama Organisasi Penyandang Disabilitas bagi
seluruh penyelenggara pelayanan publik.

Pasal 1O7

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandalg Disabilitas di
bidang pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Pasal
106 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

.?#$:"i::1""
Pasal 108

(1) Daiam melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan
Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang
transportasi publik, Pemerintah Daerah menyediakan
Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas yang
meliputi:
a. Aksesibilitas menuju dan keluar dari tempat

pemberhentian trasportasi publik;
b. Aksesibilitas menuju dan keluar kendaraan

transportasi publik;
c. kursi prioritas;
d. ubin pemandu;
e. petunjuk dan infromasi dalam bentuk audio dan visual;
f. prioritas dalam antrian;
g. tempat pembelian tiket yang landai;
h. ruang tenang;
i. jalur landau; dan
j. petugas pemandu.

(2) Pemerintah Daerah melakukan audit terhadap
ketersediaan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
bekerjasama dengan Organisasi Penyandang Disabilitas
yang memiliki keahlian di bidang Aksesibilitas
transportasi.

(4) Pemerintah..... / 4 |
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(4) Pemerintah Daerah memberikan insentif sebagai
kompensasi dari adanya biaya lebih yang harus
ditanggung oleh Penyandang Disabilitas dalam melakukan
mobilisasi dalam bentuk:
a. biaya untuk memodifikasi motor atau mobil agar

memenuhi Akomodasi yang l,ayak yang diperlukan;
dan

b. penyediaan kendaraan khusus yang aksesibel sebagai
layanan transportasi antar jemput bagi Penyandang
Disabilitas.

Pasal 109

Ketentuan lebih lanjut mengenai Akomodasi yang Layak bagi
Penyadang Disabilitas dalam menggunakan transportasi
publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dilaksanakan
sesu.ai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Keduabelas
Pelindungan dari Bencana

Pasal 11O

Dalam melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan
Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam
penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah:
a. menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada

tahap prabencana, bencana, dan pascabencana dergan
memperhatikan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang
Disabilitas;

b. menyediakan alat bantu bagi Penyandang Disabilitas
dalam penanggulangan bencana;

c. menJrusun rencana Pelindungan dari bencana bagi
Penyandang Disabilitas yang terintegrasi dalam rencana
kebijakan penanggulangan bencara; dan

d. menyediakan informasi tentang pelindungan bencana
yang mudah diakses oleh Penyaldang Disabilitas.

Pasa1 1 I 1

(1)Penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 110 huruf a harus memperhatikan
Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas.

(2) Penanganan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan
bersama dengan Organisasi Penyandang Disabilitas.

i Pasal 112

(1) Pemerintah Daerah menyediakan alat bantu bagi
Pen3'andang Disabilitas dalam penanggulangan Bencana.

(2) Alat baatu sebagimana dimaksud pada ayat (l)
dibrituhkan pada saat terjadi bencana dan untuk
kebutuhan mengevakuasi Penyandang Disabilitas.

Pasal 113

(1) Pemerintah Daerah menyusun rencana Pelindungan dari
bencana bagi Penyandang Disabilitas yang terintegrasi
dalem rencana kebijakan penanggulangan bencana.

(2) Rencana pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat
i1) meliputi:

a. rencana..... 142
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a. rencana program dan kegiatan penanggulangan
bencana;

b. rencana pembinaan dan pengawasan penanggulangan
bencana;dan

c. rencana anggaran penanggulangan bencana.
(3) PenSn:sunan rencana pelindungan sebagaimana dimaksud

pada ayat (U melibatkan Organisasi Penyandang
Disabilitas.

Pasal 114

( 1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi tentang
Pelindungan bencana 5rarrg mudah diakses oleh
Penyandang Disabilitas.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. informasi terkait langkah pengurangan risiko dalam

menghadapi bencana;
b. informasi nomor kontak pusat penanggulangan

bencana; dan
c. informasi terkait cara penyelematan dini secara

mandiri dari bencana berdasarkan ragam disabilitas.

Pasal 115

(1) Pelindungan dari bencana pada tahap prabencana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf a
bertujuan untuk mendorong pengurangan risiko bencana.

(2) Bentuk pelindungan dari bencana pada tahap prabencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. sistem peringatan dini yang dapat diakses oleh

Penyandang Disabilitas secara tepat waktu dan akurat;
dan

b. panduan kesiapsiagaan di tingkat keluarga dengan
anggota Penyandang Disabilitas.

(3) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) meliputi mekanisme evakuasi, jalur evakuasi, tanda,
dan titik kumpul.

{4} Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf b
menjelaskan peran dari keluarga atau orang t€rdekat dari
Penyandang Disabilitas untuk berinteraksi dan
memberikan bantuan dalam menghadapi bencana.

(5) Pemerintah Daerah memasukan materi tentang
Pelindungan dari bencana bagi Penyandang Disabilitas
dalam kuriulum pendidikan formal;

(6) Pemerintah Daerah melaksanakan sosialisasi, pelatihanan
penanganan bencana terkait dengan bentuk pelindungal
bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 116

(i) Pelindungan pada saat bencana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11O huruf a dilaksanakan melalui:
a. pengkajian secara cepat dan tepat terkait dengan

kondisi bencana untuk menentukan kebutuhan dan
tindakan yang tepat bagi Penyandang Disabilitas
berdasarkan ragam disabilitasnya; dan

b. pencarian dal penyelamatan korban dan penyintas
Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan ragzrm
disabilitasnya.

(2) Pemerintah..... I 43
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(2) Pemerintah Daerah melindungi Penyandang Disabilitas
dari tindakan kekerasan dan diskriminatif selama
penanganan bencana.

(3) Pemerintah Daerah melindungi Penyandang Disabilitas
agar tidak terpisah dari alat bantunya serta kerabat atau
keluarga yang dipercayainya.

Pasal 117

(1) Pelindungan dari bencana bagi Penyandang Disabilitas
pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 110 huruf a meliputi:
a. rehabilitasi; dan
b. rekonstruksi.

(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan melalui kegiatan :

a. pembangunan Aksesibilitas bagi Penyandang
Disabilitas pada lokasi pengungsian;

b. sosialisasi pemenuhan hak dan kebutuhan
Penyandang Disabilitas; dan

c. pembentukan pusat konseling bagi keluarga yang
memiliki anggota Penyandang Disabilitas.

(3) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1| huruf
b dilakukan melalui kegiatan:
a. pembangunan kembali Aksesibilitas bagi Penyandang

Disabilitas pada sarana dan prasarana;
b. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya

masyarakat untuk mendukung Penyandang Disabilitas
dapat kembali ke masyarakat;

c. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya
Penyandang Disabilitas; dan

d. peningkatan fungsi pelayanan publik bagi Penyandang
Disabilitas.

Pasal l18
Ketentuan lebih lanjut mengenai penghormatan,
pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas
dalam pelindungan dari bencala sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal I 15,
Pasal 116, dan Pasal 117 dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undalgal.

Bagian Ketigabelas
Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 119

(1) Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan
Pemenuhan hak PenS'a116"r.* Disabilitas di bldang
Habilitasi dan Rehabilitasi, Pemerintah Daerah
menyediakan atau memfasilitasi layanan Habilitasi dan
Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.

(2) Pelaksanaan Habilitasi dan Rehabilitasi dilakukan secara
komperhensif dan multisektoral.

(3) Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bertujuan:
a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan

kemandirian, kemampuan hsik, mental, sosial, dan
keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal;
dan

b. memenuhi hak..... / 44
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b. memenuhi hak Penyandang Disabilitas untuk
berpartisipasi secara bermakna di seluruh aspek
kehidupan.

(4) Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), berfungsi sebagai:
a. sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;
b. sarana antara dalam mengatasi hambatan di

lingkungannya; dan
c. sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas

agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.
(5) Penanganan Habilitasi dan Rehabilitasi Penyandang

Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam bentuk:
a. layanan Habiiitasi dan Rehabilitasi da-lam keluarga dan

masyarakat; dan
b. layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dalam lembaga.

(6) Tanggung jawab keluarga dilakukan dengan:
a. meiakukan deteksi dan penanganan dini bagi anggota

keluarga penyandang disabilitas.
b. mengasuh, memelihara, mendidik dan meiindungi

anggota keluarga Penyandang Disabilitas dengan
penuh perhatian dan kasih sayang;

c. memberikan kesempatan anggota keluarga
Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan
beraktifitas; dan

d. menumbuh kembangkan minat, kemampuan dan bakat
yang dimiliki anggota keluarga Penyandang Disabilitas.

Pasal 120

(1) Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam
melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan
Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang
Habilitasi dan Rehabilitasi, meliputi:
a. pelaksanaan Habfitasi dan Rehabilitasi Sosial bagi

Penyandang Disabilitas da-lam Lembaga;
b. mengoordinasikan dan pelaksanaan kebijakan,

program, dan kegiatan Habilitasi dan Rehabilitasi
Sosial Penyandang Disabilitas antar Kabupaten / Kota;

c. melakukan kerja sama dengan daerah pro\rinsi lain,
daerah kabupaten/kota di provinsi lain, dan/atau
daerah Kabupaten / Kota;

d. melakukan kerja sama dengan pihak terkait;
e. melakukan penguatan kapasitas kelembagaan,

peningkatan sumber daya manusia, pendanaan untuk
pelaksanaan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial
Penyandang Disabilitas ;

l. memfasilitasi peningkatan kapasitas dan kemampuan
Penyandang Disabilitas dalam proses Habilitasi dan
Rehabilitasi Sosial;

g. menghimpun dan mengompilasi data Penyandang
Disabilitas dan lembaga Habilitasi dan Rehabilitasi
Sosial Penyandang Disabilitas tingkat Daerah; dan

h. memberikan sanksi bagi Lembaga, pelaksana, dan
pemangku kepentingan yang melakukan
penyimpangan atau pelanggaran terhadap
pelaksanaan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial
Penyandang Disabilitas di lintas Kabupaten/ Kota.

(2) Lembaga...../45
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(2) trmbaga yang melaksanakan Habilitasi dan Rehabilitasi
Sosial Penyandang Disabilitas terdiri atas:
a. unit pelaksana teknis milik Pemerintah Daerah;

dan/atau
b. t,e mbaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 121

(1) lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12O
mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kegiatan
Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.

{2} Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliputi:
a. menyiapkan data sasaran Habilitasi dan Rehabilitasi

Sosial Penyandang Disabilitas secara lengkap dengan
keterangan nama, alamat, ragam disabilitas, usia, jenis
kelamin, riwayat disabilitas, dan kebutuhan
aksesibilitas;

b. melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan
penanganan masalah;

c. melakukan penjangkauan, pemberian bimbingan,
bantuan, atau pendampingal sosial terhadap
Penyandang Disabilitas yang membutuhkan Habilitasi
dan Rehabilitasi Sosial dengan melibatkan Pekeda
Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial,
Relawan Sosial, dan profesi lain sesuai dengan
kebutuhan;

d. memfasilitasi penyelenggaraan Habilitasi dan
Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabittas dan
keluarga penerima pelayanan;

e. men€rngani kasus dengan melibatkan tenaga
profesional yang terkait;

f. melakukan rujukan dan bimbingan lanjut sesuai
dengan kebutuhan;

g. melakukan p€mbinaan, pem€rntauan, dan evaluasi
terhadap pelaksanaan Habilitasi dan Rehabilitasi
Sosial Penyandang Disabilitas;

h. melakukan advokasi sosial kepada Lembaga mitra
penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

i. membangun jejaring kemitraan dengan berbagai pihak;
dan

j. membuat laporan pelaksanaan Habilitasi dan
Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas secara
berkala.

Pasal 122

(1) Penyelenggara layanan Habilitasi dan Rehabilitasi mendorong
Penyandang Disabilitas untuk berinteraksi dengan
masyarakat sekitar.

{2) Penyelenggara layanan Habilitasi dan Rehabilitasi
memberikan pelatihan dasar yang dibutuhkan bagt
Penyandang Disabilitas.

{3) Penyelenggara layanan Habilitasi dan Rehatrditasi wajib
memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Penyandang
Disabilitas, keluarganya, dan lingkungan sekitarnya.

(4) Penyelenggara. .... I 46
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{4} Penyelenggara layanan Habilitasi dan Rehabilitasi
memberikan pelatihan mengenai penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan hal<-hak Penyandang
Disabilitas kepada para petugas pemberi layanan.

(5) Penyelenggara layanan Habilitasi dan Rehabilitasi
memberikan pengobatan dan perawatan kesehatan yang
memadai kepada Penyandang Disabilitas penerima layanan.

Pasal 123

(1) kmbaga yang dikelola oleh unit pelaksana teknis milik
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal l2O
ayat (21 huruf a wajib memiliki:
a. visi dan misi;
b. program rehabilitasi;
c. struktur organisasi;
d. sumber daya manusia;
e. sarana dan prasarana; dan
f. anggaran dan pertanggunglawaban.

{2) Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 120 ayat (21 huruf b merupakan mitra Pemerintah
Daerah dalam pelaksanaan Habi.litasi dan Rehabilitasi Sosial
Penyandang Disabilitas.

(3) l,embaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), memiliki status:
a. berbadan hukum; atau
b. belum berbadan hukum.

(4) l,embaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat l2l harus terdaft.ar instansi sosial Daerah sesuai dengan
cakupan wilayah kewenangannya.

Pasal 124

(1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan Habilitasi dan Rehabilitasi.

(2) Pengawasan yang dimaksud pada ayat (1) melibatkan
Organisasi Penyandang Disabilitas.

{3} Pengawasan sebagaimana dimaksud pada a}.at {1}
d ilaksarakan dalam bentuk:
a. audit keuangan; dan
b. audit standar pelayanan.

(4) Audit standar pelayanan Habilitasi dan Rehabilitasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan
sesuai dengan asas pelaksanaan dan pemenuhan hak
Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3.

Pasal 125

(1) Dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan
Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas pada layanan
Habilitasi dan Rehabilitasi, Pemerintalt Daerah mernbentuk
unit layanan pengaduan.

{2) Unit layanan penga.duan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) bertugas menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran
administrasi, pelanggaran hak asasi manusia, tindak pidana,
dan/atau pelanggaran lainnya terkait dengan layanan
Habilitasi dan Rehabilitasi.

(3) Ketentuan.-.../ 47
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan unit layanan
pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (21

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan pemndang-
undangan.

Pasal 126

Ketentuan lebih laljut mengenai layanan Habilitasi dan
Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 1, Pasal 122,
Pasal 123, Pasal 124,dan Pasal 125 dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat belas
Konsesi

Pasal 127

(1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas
dapat memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

(2) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha
milik daerah dan/atau pihak ketiga lainnya untuk
memberikan Konsesi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi badan usaha
milik daerah dan pihak ketiga lainnya yang memberikan
Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

Pasa.l 128

(1) Konsesi bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 127 meliputi potongan atau pembebasan:
a. harga transportasi publik;
b. tarif air minum;
c. harga sewa perumahan;
d. harga tiket masuk sarana rekreasi dan pariwisata; dan
e. biaya parkir di tempat parkir khusus disabilitas.

(2) Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
berdasarkan aset yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah
Daerah.

(3) Dalam hal pemberian konsesi selain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi
pemberian konsesi dengan pihak terkait.

Pasal 129

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, jenis, dan tata cara
pemberian Konsesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Kelimabelas
Pendataan
Pasal 13O

{l) Pemerintah Daerah melaksanakan jaminan pendataan
terhadap Penyandang Disabilitas berdasa-rkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah Daerah menyediakan pendampingan bagi
Penyandang Disabilitas pada saat pelaksanaan pendataan di
setiap kelurahan-

(3) Pendataan ..... / 4A
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(31 Pendataan sebagaimana dimaksud oada aliat 12\
dilaksanakan secara dalam jaringan dan luar jaringan.

(4) Pendataan terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) dilakukan untuk memperoleh data
akurat tentang karalcteristik pokok dan rinci Penyandang
Disabilitas di Daerah.

(5) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4)
dilakukan bekerja sama dengan Organisasi Penyandang
Disabilitas.

(6) Data akurat tentang Penyandang Disabilitas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
a. mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi

oleh Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan hak
Penyandang Disabilitas; dan

b. membantu perumusan dan implementasi kebijakan
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak
Penyandang Disabilitas.

Pasal 13l
(1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I30

dilaksanakan dengar: memastikar Penyaldang Disabilitas
sudah memiliki nomor induk kependudukan.

(2) Pemerintah Daerah memfasilitasi proses pengurusan
administrasi kependudukan dalam hal Penyandang
Disabilitas yang didata belum memiliki nomor induk
kependudukan.

Pasal 132

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan pendataan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13O dan Pasal 131
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangal.

Bagian Keenambelas
Komunikasi, Informasi dan Teknologi

Paragraf I
Komunikasi
Pasal 133

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penghormatan,
Peiindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di
bidang komunikasi dilaksanakan dengan mengakui, menerima,
dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas melalui
cara, a.lat, dan bentuk lainnya yang dapat
dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam
berinteraksi.

Pasal 134

(1) Pemerintah Daerah mengakui dan memajukan pemakaian
bahasa isyarat Indonesia dan sejenisnya.

(2) Pengakuan dan pemajuan sebagaimana dimaksud pada ayat
a'l I .lilaksanaLan rnelal::i:
a. mengembangkan kamus bahasa isyarat;
b. menyediakan juru bahasa isyarat, juru ketik, teks

pembicaraan dan/atau juru gambar di setiap forum resmi
Pemerintah Daerah;dan

c. mendorong.....l49
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c. mendorong penggunaan bahasa isyarat dalam setiap forum
publik.

(3) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan pelatihan
penggunaan bahasa isyarat kepada masyarakat.

(4) Sosialisasi dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilaksanakan bekerjasama dengan Organisasi
Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2
Informasi
Pasal 135

(1) Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan
Pemenuhan hal< Penyandang Disabilitas di bidang informasi,
Pemerintah Daerah:
a. menjamin akses atas informasi untuk Penyandang

Disabilitas;dan
b. menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat diakses

dan dipahami sesuai dengan ragam disabilitas.
(2) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam bentuk
braille, audio, dan visual.

(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
didapatkan secara tepat $'aktu dan tanpa biaya tambahan.

Pasal 136

(1| Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi pelayanan
informasi yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas.

(2) Pemerintah Daerah menyediakan laman resmi yang aksesibel
bagi Penyandang Disabilitas.

(3) Laman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
berdasarkan standar desain aksesibilitas bagi Penyandang
Disabilitas.

Pasal 137

(1) Perpustakaan daerah menyediakan akses informasi dalam
bentuk audio dan visual yang dapat diakses olch Penyandang
Disabilitas.

(2) Perpustakaan daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah
Daerah, badan usaha milik daerah, dan/atau swasta untuk
pengadaan dan distribusi media informasi dalam bentuk
braille, audio, dan cetak.

Paragral 2
Teknologi
Pasal 138

(1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di
bidang teknologi dilaksanakan melalui penelitian,
pengembangan, penyediaan dan penggunaan teknoiogi baru
yang aksesibel bagr Penyandang Disabilitas secara
berkelanjutan.

(2) Penelitian dan pengembang€rn sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) termasuk teknologi informasi dan komunikasi,
peralatan dan teknologi bantu, yang aksesibel untuk
Penyandang Disabilitas dengan biaya yang terjangkau.

(3) Ketentuan...../ 50
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian, pengembangan,
penyediaan dan penggunaan teknologi baru yang aksesibel
bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan .

Bagian Ketujuhbelas
Perempuan dan Anak

Pasal 139

Pemerintah Daerah dalam melaksanakaa Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di
bidang bidang perempuan dan anak dilaksanakan melalui:
a. menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk

perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi
korban kekerasan frsik dan/atau kekerasan seksual;

b. memberikan perlindungan khusus terhadap perempuan dan
anak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan ; dan

c. menyediakan rumah perlindungan sementara dan rumah
aman yang mudah diakses oleh perempuan dan anak
Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Pasal 140

(1) Pelindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal
139 huruf b dilakukan Pemerintah Daerah dengan meliputi:
a. menyediakan layanan kesehatan reproduksi sejak dini

kepada Penyandang Disabilitas dan keluarga terutama
perempuan dan remaja; dan

b. menvediakan informasi kesehatan reproduksi bag,
Penyandang Disabilitas dan keluarga . terutama
perempuan dan remaja.

c. melarang segala tindakan pemaksaan penggunaan alat
kontrasepsi maupun sterilisasi terhadap perempuan
Penyandang Disabilitas, dan / atau

d. memastikan Penyandang Disabilitas anak dapat tumbuh
dan berkembang dalam pengasuhan yang dilaksanalan
berdasarkan peraturan pemndang-undangan.

(2) Pemerintah Daerah memberikan pelindungan khusus
terhadap anak dengan disabilitas dari:
a. penelantaran;
b. tindak kekerasan baik di dalam maupun di luar rumah;
c. hambatan untuk mengembangkan diri;
d. hambatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak;

dan
e. hambatan untuk menentukan pilihan terbaik bagt

kepentingan terbaik anak.

Pasal 141

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelindungan
penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas di bidang bidang perempuan dan anak dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundalg-undangan.

Bagian Kedelapanbelas..... / 5 1
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Bagian Kedelapanbelas
Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran,

Penyiksaan, dan Eksploitasi
Pasal 142

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di
bidang Pelindungan dari tindakan Diskriminasi, penelantaran,
penyiksaan, dan eksploitasi dilaksanakan melalui:
a. memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi

dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga,
bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan

b. menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk
kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Pasal 143

Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 huruf a dengan cara:
a. menyelenggarakan kegiata yang melibatkan masyarakat

Penyandang Disabilitas dan bukan Penyandang Disabilitas;
dan

b. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat
tentang hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 144

Pemerintah Daerah menjamin penyandang disabilitas bebas dari
segala bentuk kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
142 huruf b dilaksanakan dengan menyelenggarakan layanan
pengaduan dan penalganan bagr Penyandang Disabilitas yang
menjadi korban kekerasan.

Pasal 145

(1) Penyandang Disabilitas dapat melakukan pengaduan baik
langsung maupun tidak langsung.

(2) Setiap orang yang mengetahui, melihat, dan/atau
menyaksikan peristiwa kekerasan terhadap penyandang
disabilitas wajib melapor kepada layanan pengaduan

(3) Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diselenggarakan melalui:
a. pusat iayanan pengaduan berbasis teknologi informasi

berupa nomor telepon hotline dan media sosial yang
disediakan oleh pemerintah daerah;

b. layanan pengaduan yang langsung mendatangi korban:
dan

c. layanan pengaduan internal yang tersedia di institusi
pendidikan, panti sosial, dan rumah sakit.

Pasal 146

Layanan pangaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145
ditindaklanj uti melalui:
a. pelayanan awal;
b. pelayanan lanjutan; dan
c. pemulihan.

Pasal 147.....152
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Pasal 147

(1) Pelayanan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146
huruf a meliputi:
a. pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
b. layanan psikologis;
c. penyediaan rumah aman;
d, pendampingan;
e. layanan hukum;
f. layanan pelindungaa;
g. restitusi; dan
h. keamanan digital.

(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
dibantu oleh:
a. konselor;
b. psikolog;
c. psikiater;
d. pekerja sosial;
e. pendamping disabilitas;
f. pendamping hukum; dan/atau
g. pendamping rohani.

(3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (21

diutamakan be{enis kelamin sama dengan korban.

Pasal 149

(l) Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf c
dilaksanakan sejak diketahui atau dilaporkannya kasus
kekerasan.

(2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dilakukan
berdasarkan:
a. permohonan korban atau keluarga korban yang diajukan

langsung kepada pendamping atau layanan pengaduan;
dan

b. identffikasi kebutuhan korban yang dilakukan oleh
pendamping dan/atau layanan pengaduan.

Pasal 150

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penghormatan,
pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di
bidang pelindungan dari tindakan diskriminasi, penelantaran,
penyiksaan, dan eksploitasi dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundalg-undangan.

BAB v...../53

Pasal 148

Pelayanan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146
huruf b meliputi Fmulihan:
a. Iisik;
b. psikologis;
c. psikis;
d. ekonomi;
e. sosial dan budaya; dan
f. restitusi.
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BAB V
KOORDINASI

Pasal 151

(1)Pemerintah Daerah membentuk mekanisme koordinasi
dalam rangka melaksanakan Penghormatan, Pelindungan,
dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan
kewenangannya.

{2} Mekanisme koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
melibatkan:
a. seluruh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya

terkait dengan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan,
dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam
Peraturan Gubernur ini; dan

b. Organisasi Penyandang Disabilitas.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang'undangan.

BAB YI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 152

(1) Masyarakat ikut berperan serta dalam Penghormatan,
Felindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan oleh:
a. perorangan;
b. keluarga;
c. kelompok;
d. organisasi keagamaaa;
e. organisasi sosial kemasyarakatan;
f. organisasi profesi;
g. lembaga pendidikan;
h. badan hukum;
i. badan usaha; dan/atau
j. lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 153

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152
ayat (1) meliputi:
a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah

Daerah;
b. peningkatan kepedulian kepada Penyandang Disabilitas;
c. peningkatan kemampuan untuk penangaran Penyandang

Disabilitas;
d. pendidikan dan pelatihan;
e. pengadaan safana dan prasarana;
f. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasil
g. bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial;
h. bantuan sosial;
i. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada

Penyandang Disabilitas dalarn segala aspek kehidupan dan
penghidupan;

j. pelibatan secara aktif Penyandang Disabilitas dalam
masyarakat;

k. penyediaan ..... / 54
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k. penyediaan lapangan kerja dan usaha; dan/atau
L kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan

Pelindungan dan Pemenuhan hak penyandang disabilitas.

BAB VII
KER"IA SAMA

Pasal 154

(1) Gubernur mengembangkan kerjasama dalam rangka
Pelindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan
dengan:
a. Pemerintah Kabupaten / Kota lainnya;
b. Pemerintah Provinsi
c. pihak luar negeri; dan/atau
d. pihak ketiga.

(3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berupa:
a. bantuan pendanaan;
b. bantuan tenaga ahli;
c. bantuan sarana dan prasarana;
d. pendidikan dan pelatihan;
e. penyuluhan sosia-l; dan/atau
f. kerja sama lain sesuai kesepakatan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 155

(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang
Disabilitas.

(2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui Unit l,ayanan Disabilitas.

(3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. penl.uluhan;
b. bimbingan;
c. pelatihan;
d. pemenuhan kebutuhan dasar; dan
e. monitoring dan evaluasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan dan Pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undalgal.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasd 155

(1) Gubemur dapat memberikan penghargaan kepada orang
perseorangan, masyarakat, badan hukum dan penyedia
fasilitas publik yang berjasa dalam Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhal hak Penyandang
Disabittas.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa:
a. tanda kehormatan daerah;

b. piagam.....l55
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b. piagam atau serti{ikat;
c. lencana atau medali kepedulian;
d. tropi miniature kemanusiaan; dan/atau
e. insentif.

(3) Ketentual lebih lanjut mengenai tata cara pemberian
penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dilalsanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 157

( 1 ) Pendanaan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan
Pemcnuhan hak Penyandang Disabilitas bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikelola
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengal kemampuan keuangan
daerah.

BAB XI
I..ARANGAN
Pasal 158

Setiap Badan Usaha dan/atau Badan Hukum dilarang:
a. menolak mempekerjakan penyandang disabilitas yang

memenuhi persyaratan dan kualilikasi peke{aan sebagai
pegawai, sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

b. menolak penyandang disabilitas sesuai jenis dan
disabilitasnya sebagai peserta didik;

c. mengeluarka-n penyandang disabilitas dari lembaga
pendidikan yang diikutinya tanpa alasan yang dapat
dipertanggung jawabkan; dan

d, menolak Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan
pelayanan kesehatan.

Pasal 159

(l) Setiap Badan Usaha dan/atau Badan Hukum yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
173 dikenai sanksi administrasi berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pemberhentian sementara kegiatan;
c. pembekuan izin kegiatan; dan/atau
d. pencabutan dan/atau pembatalan rekomendasi/izin.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata caia dan pengenaan
sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB Xrr...../s6



BAB XII
KETENTUAN I,AIN.I.,AIN

Pasal 160

(1) Penyediaan sarana dan prasarana umum serta lingkungan
dan sarana angkutan umum bagi Penyandang Disabilitas
dilaksanakan secara bertahap.

(2) Dalam hal penyediaan sarana dan prasarana umum serta
lingkungan dan angkutan umum telah dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah terkait, maka paling lama dalam waktu
2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Gubernur
ini harus menyediakan sarana dan prasarana yang
aksesibel bagi Penyandang Disabilitas.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16l
Peraturan Gubernur
diundangkan.

ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan
penempatannya dalam Elerita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 19 MareL2024

B, GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TID
RIBKA HALUK

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 19 Maret 2024

PJ. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

ANWAR HARUN DAMANIK

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 9

aslinya
Plh. HUKUM,

ELI{Y LO, SH
NIP. r9721020

a)
312 2 006
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